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ABSTRACT

Consumers have no bargaining position because they depend on PDAM
Kota Semarang to get the water supply. PDAM Kota Semarang use its position
as only one water supplier company in Semarang City to exploit the water
consumers. Consumers don’t sue because they don’t have enough power to do
it and particulatly because their legal culture is not suit with the rule of law.
That’s why the dispute never end at court. Empowerment is one of method to
give consumer power to get their right as well and have enough bargaining
position to face PDAM Kota Semarang.

This research is qualitative is nature by socio legal approach. This
research also supported by 2 types of data namely primary data and secondary
data, meanwhile the data collection techniques are observation, deep and
undirected interview. Data triangulation technique is applied to check the data
validity.

Keywords: legal culture, empowerment, consumer of water
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PENDAHULUAN
A, LATAR BELAKANG ‘

Air merupakan k;abutuha_n vital manusia sebagai makhluk hidup
yang tidak bisa digantikan. Hingga saat ini, air masih harus diambil dari
alam karena belum dapat dibuat di pabrik. Sejalan dengan
berkembangnya jumlah penduduk, air bersih semakin sulit didapatkan.
Hal ini disebabkan tekanan manusia terhadap ekosistem sumber daya
alam pura meningkatkan taraf hidup manusia modermn. Tekanan
tersebut mengokibatkan risaknya sumber daya alam, termasuk
hilangnya sumber air bersih.

Industrialisasi yang telah dianggap sebagai satu-satunya jalan
meniju  kemakmuran — menimbulkan  konsekuensi  berupa
pengelompckan penduduk di tempat industri berada. Industri telah
telanjur menjadi daya tarik penduduk untuk m;ancari kemakmuran di
tempat-tempat dimana industri berada, vaitu di kota-kota besar seperti
Kota Semarang,

Kota Semarang sebagai salah satu kota terpadat di Indonesia
mempunyai masalah-masalah yang selalu dihadapi kota-kota industri

lainnya seperti munculnya pemukiman liar dan kumuh, sanitasi yang
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buruk, rusaknya sumber daya alam setempat termasuk kurangnya
ketersediaan air bersih bagi penduduknya.

Peningkatan kebutuban air bersih di satu sisi dan berkurangnya

kualitas sumber daya alam air memerlukan pemecahan. Karena itu

tidak ada jalan lain kecuali membentuk sebuah institusi atau lembaga

untuk mengatur penyediaan air bersih bagi penduduk suatu daerah yang .

kemudian dikenal dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah, termasuk
Pemerintah Kota Semarang.

PDAM Kota Semarang dibentuk sesuai dengan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri No. Ekbang 8/3/11 tanggal 31 Juli 1973 dan No.
Ekbang 8/2/43 tanggal 11 Juli 1974 perihal Perusahaan Air Minum
Daerah dan Surat Menten Daiam Negeri No. BKT 3/1/30 tanggal 30
Maret 1978 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Dasrah
Nomor 12 Tahun 1978 tentang Pendirtan Perusahaan Daerah Air
Minum Kotamadya Daerah Tingkat IT Semarang. Sejak itn berdirilah
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Semarang.

Dalam menjalankan usahanya, PDAM Kota Semarang
memegang monopoli pengelolaan seluruh sumber air di wilayah Kota

Semarang termasuk mengolah dan mendistribusikan air tersebut kepada




konsumen yang dalam hal ini adalah penduduk Kota Semarang yang
memiliki sambungan pipa air minum PDAM (pelanggan PDAM).
Monopoli ini menjadikan PDAM sebagai sam-sajruﬁya perusahaan yang
mendistribusikan air minum melaiui piﬁa kepada:konsumeglmya.

Sebagai pemegang monopoli air, PDAM mempunyai posisi tawar
yang sangat kuat dalam hubungannya dengan konsumen. Dalam
banyak kasus perselisihan antara PDAM dan konsumen airnya,
konsumen lebih banyak mengalah meskipun sangat dirugikan. Air yang
mengalir ke rumah konsumen tidak lancar, keruh, tidak mengalir
berhari-hari, atan rekering lima hingga sepuluh tahun yang lalu ditagih
dengan ancaman pemutusan pipa jika tidak dibayar serta penentuan
tarif secara sepihak merupakan contoh klasik pelayanan buruk PDAM
vang sering dialami konsumen PDAM.

Protes-protes atau pengaduan yang cisampaikan konsumen
kepada PDAM seakan-zkan hanya menjadi catatan saja tanpa tindakan
memadal untuk menyelesaikan kasus-kasus protes atau pengaduan. Di
sisi lain, konsumen yang dirugikan PDAM tidak pernah mengajukan
tuntutan hukum kepada PDAM meskipun jelas-jelas dirugikan oleh
PDAM. Padahal tuntutan itu dapat didasarkan pada Undang Undang

Perlindur;gan Konsumen (UUPK), khususnya pada Pasal 4 antara lain:




a. Konsumen berhak atas kenyamanan, keaﬁamm dan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta
n;endapat l?arang darf/ataiz jasa sesual dengan nilai fuicar dan
kondisi dan jaminan yang dijanjikan;

¢. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi
dan/atau penggantian, apabila barang/jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Monopoli PDAM Kota Semarang terhadap pengelolaan sumber

daye air dan pendistribusian air di Kota Semarang menjadikannya

mempunyai posisi yang sangat kuat sehingga konsumennya tidak
berdaya dan tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerina seluruh

perlakuan PDAM Kota Semarang.

B. PERMASALAHAN

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen secara eksplisit telah
menyebutkan hak-hak konsumen. Tetapi pada kenyataannyaz; konsumen
PDAM Kota Semarang seringkali tidak terpenuhi haknya akibat
pelayanan yang buruk, termasuk penentuan tarif yang tidak semestinya
oleh PDAM Kota Semarang.

Monopoli air oleh PDAM Kota Semarang menyebabkan




perusahaan daerzh ini mempunyai fosisi yang sangat kuat dalam
menghadapi konsumennya, sehingga konsumen tidak memiliki akses
dalam menuntut hak-haknya. Konsekuensinya, sqlaﬁ satu tujuan UUPK
untuk memberda)fakan konsumen (Pasal 3) ,t:idak tem;ujud karena
konsumen PDAM Kota Semarang tidak berdaya untuk menuntut hak-
haknya sesuai UUPK.

Meskipun dalam hubungan hukum pelaku usaha (PDAM Kota
Semarang) dengan konsumennya bersifat setara antara hak dan
kewajibannya, penyelesaian secara hukum dalam perselisiban antara
PDAM Kota Semarang dengan konsumennya tidak pemnah ditakukan.

Dengan melihat hal-hal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikui:

1. Mengapa konsumen menjadi lemah dan tidak berdaya pada saat
~ menuntui haknya akibat kerugian yang ditiinbulkan dari pelayanan
yang buruk oleh PDAM kota Semarang?
2. Bagaimana budaya hukum konsumen/pelanggan PDAM Kcta
Semarang?
3. Bagaimana memberdayakan konsumen PDAM Kota Semarang agar

mendapat hak-haknya sesuai dengan UUPK?




C. KERANGKA TEORITIK

Dalam manajemen bisnis global, konsumen menempati posisi

terpenting dalam melakukan perhitungan, penentuan mutu dan jumlah

produksi, serta lokasi industri akan didirikan. Pertimbangan utama

dalam rhendirikan suatu industri adalah seberapa besar konsumen yang
merupakan pasar potensial mampu menyerap hasil produksi industri
tersebut. Semakin besar jumlah konsumen di suaty wilayah, makin
menarik investor untuk menanamkan modal di wilayah itu. Perusahaan-
perusahaan beremigrasi ke tempat dimana pasar mereka berada.’

Dalam sebuah percakapan dengan para CEQ Amerika Serikat dan
Eropa yang ingin membuka pasar di Jepang, Kenichi Ohmae
mengatakan bahwa keberhasilan bisnis bergantung pada usaha untuk
tetap dekat dengan pelanggan (konsumen-pen). Perusahaan-perusahaan
vang berhasil adalah perusahaan yang dapat menghabiskan waktu
dalam percakapan, dalam hubungan yang dekat, dengan apa vang
sedang berlangsung di pasar.’

Meski demikian, pengusaha tidak bisa dibiarkan untuk

mengeksploitasi konsumen hanya untuk meraih laba setinggi mungkin.

! Kenichi Ghmae, Dunia Tanpa Batas, Binarupa Aksara, hal 152,
* Kenichi Ohmae, fbid, hal 110.




Karena itu pasar yang merupakan sekelompok konsumen juga harus
dilindungi.

Sejalan dengan tuntutan .ak:-an mutu yang tiqggi dan harga yang
serendah mungkin, banyak négara‘ membuat‘ undang-undang untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan semena-mena pengusaha
industri. Masyarakat yang menjadi konsumen sangat rentan terhadap
perlakuan pengusaha yang seemaknya sendiri jika hasil produksi
industri tersebut sangat dibutuhkan loleh konsumen, lebih-lebih jika
sulit atau tidak ada subtitusinya.

Indonesia juga tidak ketinggalan dengan membuat Tndang
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Konsumen, menurut Pasal 1 UUPK, adalah setiap orang pemakaj
barang dan/jasa yang tersedia dalain masyarakat, baik bagi kepentingan
diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan.

Menurut Shidarta, istilah “perlindungan konsumen” berkaitan
dengan perlindungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan

konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan




hukum terhadap hak-hak konsumen.?

Menurut  Shidarta pula, hukum perliqdungan konsumen
merupakan salah satu bidang ”hukumrkonsumﬁcn”. Hukum konsumen
sendiri, selain huléum periindungan konsumen; juga mentakup hukum
privat dan hukum publik.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum
konsumen yang memuat azas-azas atau kaidah-kaidah bersifat
mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen.
Sedangkan hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan azas-azas
dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara
berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa
konsumen, di daiam pergautan hidup.*

Azas-azas dan kaidah-kaidah hukum konsumen ini tersebar
dalain berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis
seperii hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum
administrasi {negara) dan hukum internasional terutama konvensi-

konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.’

* Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hat 16,

¢ Az Nasution, Konsumen dan Hulum: Tinjauan Sosial, Ekononi dan Hukum pada
Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta hal 64-65.

* Az Nasution, Ibid, hal 64.




Meski demikian, hukum konsumen berskala lebih luas meliputi

berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di

dalamnya. Kata aspek hqkum ini sangat tergantung pada kemauan kita

mengartikan “hukum” ; termasukjuga hukum diartikan sebagai azas

dan norma.®

Di samping itu, undang-undang tentang Perlindungan Konsumen

(UUPK) pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum

yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada

terbentuknya UUPK ini telah ada beberapa undang-undang yang

materinya melindungt kepentingan konsumen seperti:’

1.

to

UU No 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Pemerintah
Pengganti UU No.1 tentang Barang menjadi UU:

UU No 2 Tabun 1966 tentang Hygiene,

UU No 5 Tahuu 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah;

UU No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

. UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

UU No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

% Shidarta, Loc.Cit, hal 10,

? Penjelasan atas Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.




7.

8.

9.

10,

1.

12.

14,

i6.

17

18.

19.

UU No 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;

UU No | Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

UU No 7 Tahun 1994 tentang Agreement E:stablishirzg The
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia);

UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseoran Terbatas;

UU No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

- UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

UU Ne 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-
undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No 7

Tahun 1987;

.UU No 13 Tabun 1997 tentang Perubahan atas UU No 6

Tahur 1989 tentang Paten;,
UU No 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Ne¢ 19

Tabun 1989 tentang Merek;

.UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup;
UU No 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;

UU No 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;

10




20.UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7
Tahun 1992 tentang Perbankan:
Berkaitan dengan hak-hak konsumen, Shidarta merincinya
sebagai ber‘il.cut:8 |
1. Hak konsumen mendapatkan keamanan
Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang
dan jasa yang ditawarkan kepadanye. Produk barang dan/atau
jasa yang dikonsumsi tidak boleh membahayakan jasmani
maupun rohani konsumen. Termasuk keamanan di sini adalah
keamanan dalam menikmati fasilitas umum seperti
perpustakaan, mal, supermarket, rumah sakit, publik area.
2. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar
Setiap barang atau jasa yang diperkenalkan kepada
konsumen harus disertai informas: yang benar. Informasi yang
benar inmi diperlukan agar konsumen tidak mempunyai
gamvaran yang kelira mengenai barang atau jasa tersebut.
3. Hak untuk didengar |

Jika informasi yang diberikan produsen dianggap tidak

® Shidarta, Op. Cir, hal 18-27.
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cukup, maka konsumen berhak untuk meminta informasi
tambahan atas barang atau jasa yang ditawarkan.

. Hak untuk memilih

i

Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak
menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari
pihak fuar sehingga tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak
membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas
menentukan produk mana yang akan dibeli. Hak ini sangat
sulit digunakan jika barang atau jasa yang akan dibeli
merupakan satu-satunya produk yang tersedia karena
monopoli.

. Hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa sesuai
dengan nilai tukar yang diberikan.

Dengan hak ini berarti kensumen harus dilindungi dart
permainan harga yang tidak wajar. Dengan kata lain, kvantitas
dan kualitas barang dan/jasa yang dikonswinsi harus sesuai
dengan nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya. Namun
dalam ketakbebasan pasar, pelaku usaha dapat saja mendikte
pasar dengan menaikkan harga, dan konsumen menjadi korban

dari ketiadaan pilihan. Akibat tidak berimbangnya posisi

12




tawar-menawar antara pelaku usaha dan konsumen, maka
pihak pertama dapat saja membebankan biaya-biaya tertentu
yang sewajarnya tidak ditanggung konsumen. Praktik tidak

1

terpuji ini lazim dikenal dengan istilah externalities.

6. Hak untuk mendapat ganti kerugian

Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang
dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai
tukar yang diberikannya, ia berhak mendapat ganti kerugian
yang pantas. Untuk menghindar dari kewajiban memberikan
ganti rugi, sering terjadi pelaku usaha mencantumkan klausula
eksenorasi di  dalam  hubungan  hukum  antara

produsen/penyalur produk dan konsumennya.

7. Hak untuk mendapatkan penyeiesaian hukum

Hak untuk mendapat ganii kerugian harus ditempatkan
lebih tinggi dari hak pelaku usaha (produsen/penyalur) produk
untuk membuat klausula eksonerasi secara sepihak. Jika
permintaan yangdiajukan konsumen dirasakan tidak mendapat
tanggapan yang layak dari pithak-pihak terkait dalam hubungan
hukum dengannya, maka konsumen berhak mendapat

penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Dengan kata lain,
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konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari
pihak-pihak yang dipandang merugikan karena dikonsuxhsinya
produk itu.
8. Hak unt'u‘k mendap;atkan lingkungan yang baik cian sehat
Lingkungan hidup yang baik dan sehat berarti sangat
luas, dan setiap makhluk hidup adalah konsumen atas
lingkungan hidupnya. Hak atas lingkungan yang baik dan
sehat merupakan bagian dari hak-hak subjektif sebagai bentuk
paling luas dari perindungan seseorang. Ini berarti setiap
pemilik hak dapat mengajukan tuntutan agar kepentingannya
terhadap lingkungan yang baik dan sehat dapat terpenuhi.
9. Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang.
Walaupun persaingan terjadi antara pelaku usahs,
dampak dari persaingan itu dirasakan oleh kcnsumen. Jika
persaingan  sehat, | konsumen memperoleh keuntungan.
Sebaliknya, jika persaingan curang, konsumen dirugikan.
10. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen
Masalah perlidungan konsumen merupakan masalah
baru di Indonesia. Karena itu wajar jika masih banyak

konsumen belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak
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ini sejalan dengan kesadaran hukum konsumen. Semakin
tinggi  kesadaran hukum  seseorang, makin tinggi

penghormatan  hak-hak dirinya dan orang lain. Upaya

pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang.

1

'pendidikan formal, tetapi dapat melalui media massa dan
kegiatan lembaga swadaya masyarakat. Dalam banyak hal,
pelaku usaha terikat untuk memperhatikan hak konsumen
untuk mendapatkan “pendidikan konsumen” ini

Penduduk Kota Semarang yang berjurnlah Jebih dari 1 juta jiwa

juga tidak dapat melepaskan diri dari predikat ‘konsumern’.

. Ketidaktersediaan air bersth yang cukup di setiap rumah tangga

menjadikan  penduduk Kota Semarang ménjadi konsumen air
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang yang
merupakan ;;atu-satunya perusahaan vang mengoiah dan mendistribusi
air bersih melalui pipa-pipa ke rumah-rumah pelanggan.

Hubungan antara kedua pihak, PDAM Kota Semarang dan
konsumennya, tidak selalu berjalan baik. Dalam banyak kasus,
konsumen dirugikan oleh PDAM Kota Semarang. Wujud kerugian
tersebut dalam bentuk air yang dipasok tidak selalu bersih (keruh atau

berlumpur), berhari-hari tidak mengallr, ancaman pemutusan
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sambungan pipa karena dianggap belum membayar rekening air bulan
tertentu antara 5 hingga 7 tahun silam, hingga penetapan tarif yang

diberlakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan  suara

" konsuimen.,

1

Kasus-kasus tersebut menunjukkan betapa buruk pelayanan
PDAM Kota Semarang kepada konsumennya. Dalam konteks
manajemen perusahaan, pelayanan yang buruk kepada konsumen
menunjukkan manajemen yang buruk pula. Sedangkan manajemen
yang buruk mengakibatkan perusahaan tidak efisien dan oleh PDAM
Kota Semarang kerugian akibat tidak efisiennya manajemen ini
dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan tarif yang tinggi.

Scbagat perusahaan daerah, tidak efisiennya PDAM Kota
Semarang ditanggung juga oleh Pemerintah Kota Semarang dalam
bentuk subsidi melaini APBD, yang berarii membebani seluruh
masyarakat Kota Semarang. Anggaran yang seharusnya digunakan
untuk pembangunan, sebagian terpaksa dialibkan untuk menutup
kerugian PDAM Kota Semarang. Selain itu, karena tidak memperoleh

laba, maka tidak ada kas untuk pembangunan daerah malah sebaliknya
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membebani daerah.’

Pembentukan PDAM Kota Semarang sesuai dengan amanat
Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2): “Cabang-cabang
produksi yang penting i)agi nega‘"ra dan yang menguasai haj'at hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.” dan ayat (3) yang menyebutkan
"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.” Mengingat air merupakan kebutuhan vital makhluk hidup,
maka sudak sewajamya Jika air dan isinya serta proses produksi dan
distribusinya dikuasai oleh negara untuk menjamin setiap orang warga
negara terpenuhi kebutuhan airnya. Selain itu, Pasal 33 UUD 1945
tersebut mendahulukan tercapainya kemakmuran rakyat.*®

Tujuan organisasi manajemen diklasifikasikan dalam lima tipe,
yaitu:’

1. Tujuan kemasyarakatan (social goais). Tipe ini berkenaan

dengan kelas-kelas organisasi luas yang memenuhi

® Penggunaan laba bersih PDAM Kota Semarang menurut Pasal 21 Perda 7 Tahun
198¢ adalah 30% untuk Pembangunan Daerah, 30% untuk Anggaran Belanja Daerah
30%, untuk Sosial dan Pendidikan 5%, sedangkan sisanya untuk cadangan umum,
jasa produksi, dan dana pensiun dan sokongan.

'® Sumantoro, Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal 259.
" Pesrow dalam T Hani Handoko, Manajemen, BPFE, Yogyakarta, 1984, hal 112.
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kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Contoh: memproduksi
barang dan jasa, mempertahankan pesanan, mengembangkan
dan memetihara nilai-nilai budaya, dan sebagainya.

. Tujuan kelvaran (ousput’ goals). Tipe ini berkenaan dengan
jehis-jenis keluaran tertentu dalam bentuk fungsi-fungsi
konSumgn. Contoh: barang-barang konsumsi, jasa-jasa bisnis,
pemeliharaan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

. Tujuan sistem (system goals). Tipe ini menyangkut
pernyataan atauw cara pelaksanaan fungsi organisasi, tidak
tergantung pada barang atau jasa yang diproduksi atau tujuan
yang diambil. Contoh: penekanan pada pertumbuhan,
stabilitas, laba atau cara-cara pelaksanaan fungsi seperti
menjad: ketat atau longgar daiam: pengendalian dan
penyusunan.

. Tujuan produk (product gocls), atau lebih tepat tujuan
karaktertstik produk. Tipe ini menvangkut berbagai
karakteristik barang-barang atau jasa yang diproduksi.
Contoh: kuantitas dan kualitas, gaya, ketersediaan, keunikan,

keanekaragaman produk atau pembaruan produk.
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5. Tujuan turunan (derived goals). Tujuan ini digunakan
organisasi untuk meletakkan kekuasaan dalam pencapaian
tujuan-tujuan lain. Contoh: maksud politik, pelayanan
masgrarakat, - pengembangan karyawagl, kebijaksanaan
inv‘estasi dan‘ lokasi pabrik yang mempengaruhi lkeadaan
ekonomi dan masa depan masyarakat tertentu, dan
sebagainya.

Proses penetapan tujuan merupakan usaha untuk menciptakan
nilai-nilai tertentu bagi kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi.
Beberapa unsur dasar yang metatarbelakangi penetapan tujuan suatu
organisasi untuk menciptakan nilai-nilai tersebut adalah:'?

1. Bahwa barang dan jasa yang diproduksi organisasi akan dapat
memberikan berbagai manfaat paling sedikit sama dengan
harganya.

2. Bahwa barang dan jasa dapat memuaskan kebutuhan
konsumen atau 'pelanggan.

3. Bahwa teknologi yang digunakan dalam proses produksi akan

menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas bersaing.

12 Pearce dan Robinson dakam T Hant Handoko, Ibid, hal 113.
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4. Bahwa dengan kerja keras dan dukungan seluruh sumber
dayanya, organisasi dapat beroperasi dengan lebih baik dari
sekadar menjaga kelangsuhgan hidup (survive), yaitu untuk
pertumbﬁhan (growrflj dan fiapat menghasilkan Iaba-
(profitable).

5. Bahwa pelayanan manajemen akan memberikan public image
yang  menguntungkan, sehingga mereka  bersedia
menanamkan modalnya dan menyumbangkan tenaganya
untak membantu sukses organisasi.

6. Bahwa perusahaan mempunyai konsep diri (self comcepy)
yang dapat dikomunikasikan dan ditularkan kepada para
karyawan dan pemegang saham organisasi.

Dalam beroperasi, PDAM Kota Semarang memegang monopoli
pengelolaan seluruh sumber air, mengolahnya, dan mendistribust air
melalui pipa-pipa kepada konsumen pelanggan. Sebagai pemegang
monopoli, PDAM Kota Semarang mempunyai posisi tawar (bargaining
position) yang lebih kuat dalam menghadapi konsumennya. Bahkan
PDAM Kota Semarang dapat mengatakan kepada konsumennya fake it
or leave if. Menghadapi hal seperti ini, konsumen memilih untuk

mengalah dari pada sama sekali tidak mendapatkan pasokan air dan
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PDAM Kota Semarang. Jadi sama sekali konsumen tidak mendapat
perlindungan atau berada dalam keadaan tidak berdaya dalam
berhubungan hukum dengan PDAM Kota Semarang,

t

‘ Menurut Mulyana W Kusumah, e:tsumsi dasar bagi pemahaman
masalah-masalah hukum adalah bahwa setiap masyarakat senantiasa
mengalami perubahan sosial, konflik sosial, paksaan oleh sejumlah
anggota masyarakat kepada anggota masyarakat vang lain. Penyebab
konflik adalah ketidaksamarataan sosial, dalam hal ini hukum
seringkali digunakan untuk keuntungan golongan yang berkuasa.
Penganut-penganut  konflik ini  mempertanyakan siapa yang
diuntungkan oleh hubungan-hubungan hukum tertentu.

Empat tahun setelah diundangkannya UUPK, perilaku dan
kondisi hubungan PDAM Kota Semarang dan konsumennya tidak

berubah. Padahal tujuan dari perlindungan konsumen dalam UUPK

salah satunya adalah untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen

dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai-

konsumen (Pasal 3 huruf ¢ UUPK).

Konsumen lebih menganggap hubungan dengan PDAM Kota

'3 Ronny Hanitijo Soemitro, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni Bandung, 1985,
hal 34.
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Semarang sebagai ketergantungan kepada PDAM Kota Semarang
untuk memenuhi kebutuhan air konsumen. Sehingga konsumen
- memilih untuk mengalah jika hak-haknya dilanggar o_lgeh PDAM Kota
Semarang. Padahal kedudukan dalam hubuilgan hukum antara pelaku
usaha (dalam hal ini PDAM Kota Semarang) dan konsumen adalah
kesetaraan. Artinya, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban
vang seimbang,

Tidak adanya kasus kerugian yang diakibatkan oleh PDAM Kota
Semarang yang digjukan oleh konsumen ke pengadilan untuk mendapat
penyelesaian secara hukum menjadi salah satu indikator bahwa hukum
masih belum menjadi bagian dari budaya dalam masyarakat.

Oleh Lawrence M Friedman, seperii dikutip oleh Satjipte
Rahardjo, budaya hukumn dirumuskan sebagai sikap-sikap dan nilai-
nilai yang berkait dengan tingkah léiku yang bt.‘.'l-'hubungan dengan
hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.**

Sebagai bagian dari sistem hukum, budaya hukum menempati posisi

penting.

' Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986, hal 82.
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Terkadang kita sulit untuk menjelaskan mengapa sistem hukum
tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dilaksanakan dengan
pola yang berbeda dari pola aslinya tanpa membicarakan budaya
hukum. ' ' ‘

Budaya hukum muncul karena adanya tuntutan atau permintaan
yang datang dari rakyat atau pemakai jasa hukum. Penyelesaian
sengketa melalui institusi hukum menunjukkan_ adanya tuntutan
tersebut. Di balik tuntutan itu, kecuali didorong oleh kepentingan,
terlihat juga adanya faktor-faktor seperti ide, sikap, keyakinan, harapan
dan pendapat mengenai hukum.'®

Lev merinci budaya hukum ke dalam nilai-nilai  bukum
prosedurai dan nilai-niléi subsiansif. Pertama, mempersoalkan cara-
cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik; kedua, komponen
substansif dari budaya hukum itu terdiri dari  asumsi-asumsi
fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber
di dalam masyarakat, apa yang dianggap adi! dan tidak cleh masyarakat

dan sebagainya.'’

15 Satjipto Rahardjo, Jimu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1991, hal 155.

'® Ibid, hal 154.

" Eemi Warassih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudken Tujuan Hukum,
Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Huwkum Undip, 2001, hal 11-12.
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J

Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam
masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua
sebagai sarana untuk melakukan social engineering. Sebagai sarina

kontrol sosial, 'maka hukum bertugas untuk menjagaiagar masyarakat

tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah d:te,*‘ﬂm& -

olehnya. '®

Dalam perannya sebagai kontrol sosial, hukum hé{nya
mempertahankan apa yang tetap dan telah diterima di dalam
masyarakat atan denganl kata lain hukum menjadi penjaga ‘status quo.
Namun di luar itu, hukum dapat digunakan dengan tujuan mengadakan
perubahan-perubahan dalam masyarakat (sociad engineering).

Da.ri sisi sosiologi hukum, akan diamati hubungan timbal balik
antara lembaga dan aktivitas perundang-undangan dengan masyarakat
tempat dimana ia berada. Oleh karena itu, menurut Schuyt, dalam
kepustakaan mengenai sosiclogi hukum, sebagian becar digunakan
untuk mempelajari perundang-undangan. Orang mempelajari lahirnya
undang-undang, efek-efek sampingannya yang negatif maupun positif,
mempelajari apakah tujuan-tujuan yang dicantumkan di dalam undang-
undang itu seringkali merupakan endapan dari perjuangan politik ataﬁ

keinginan politik. perundang-undangan merupakan sarana yang

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bhrarata, Jakarta, 1973, hal 130.
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dipergunakan orang untuk mencoba menimbulkan suatu keadaan
tertentu dalam masyarakat atau untuk mengendélikan keadaan.
Kadang-kadang orang ingin menggunakan perundang-undangan itu
untuk ménirnbulkan suatu perubahan sosial yang nyata. Penguasaar;
atau pengarahan proses sosial ini juga disebut social engineering.”
Konsep pemberdayaan masyarakat mencerminkan paradigma
baru dalam pembangunan, yakni bersifat partisipatif, berpusat pada
rakyat, dan berkelanjutan. Oleh karena itu konsep pemberd._'iyaan jelas
lebih luas dari pada hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar dan
hanya tnenyediakan mekanisme kemiskinan lebik lanjut, pertumbuhan
ekonomi yang tepat, kesetaraan gender, dan keadilan antar generasi.
Prinsip pemberdayaan pada hakekatnya “memberikan power
kepada powerless”, karena hanya apabila memiliki power, maka
mereka akan dapat melaksanakan aktualisasi eksistensi. Gerakan im
tetap mengamanatkan kepada perlunya power, dan menekankan kepada
keberpihakan kepada the powerless. Gerakan ini pada dasarnya ingin

agar semua dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar dari

12 Satjipto Rahatdjo, Hukum dan Mdsyarakat, Penerbit Angkasa, Bandung, 186, hal
117.
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proses aktualisasi eksistensi itu. 2

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep yang menyeluruh. Ia
menyang-kut nilai-nilai dalam masyaraka;. Melalui pemberdayaan
masyarakat di‘harapkan terjadinya peningkﬁau, bukar; hanya ekonomi,
tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri. Dengan
demikian pemberdayaan masyarakat tidak hanya menumbuhkan nilai
tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial, budaya dan politik.
Tujuan akhirnya adalal: memandirikan masyarakat dalarn membangun
kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik
secara berkestnambungan.

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama,
proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses yang
memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau
kemampnan kepada masyarakai agar individu menjadi lebih berdaya.
Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset
material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui

organisasi.

© AMW Pranarka dan V Moelyarto, Pemberdavaan, dalam Omny S Prijono dan
AMW Pranarka, Pemberdayaan, Konsep dan Implementasi, CSIS, Jakarta, 1996, hal
54.
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Kedua, kecenderungan menekankan pada proses stimulasi,
mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan
ataul keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan
hidupnya mel;lui dialog **

Pemberdayaan merupakan suatu kekuatan untuk dapat akses
terhadap sumber-sumber daya yang ada sehingga merupakan
pembagian kekuasaan yang adil yang dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat akan eksistensinya. Pemberdayaan hanya dapat dilskukau
melalui proses partisipasi mengingat participation means a shift in
decision-making power from more powerful to poor, disavantaged, and
less inflential groups.

Partisipasi dapat menjadikan Vmasyarakat sadar akan perscalan-
persoalan yang dihadapi dan membantn mereka untuk dapat memahami
realitas sosial, poiitik dan ekonomi yang ada di sckitarnya.?

Menurut Arnstein, partisipasi dibagi ke dalam tiga tingkatan,
yaitu Non Participative, Tokenism, dan Citizen Participative. Tingkatan
pertama, meliputi manipulasi dan terapi, artinya bukan partisipast sebab

tujuannya bukan memberikan kemampuan pada masyarakat agar

* Qakly & Marsden dalam Onny S Prijono, Jbid, hal 57.
* Esmi Warassih, Opcir, hal 29.
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berperan serta membuat keputusan melainkan untuk menidik dan
mengobati partisipan dalam . partisipasi; tingkatan kedua, meliputi
informing, con.s‘tflration, dan paication yang merupakan formalitas -
belaka sebab aspirasi, pendapat atau opini partisipan hanya sebagai
bahan utnuk didengar dan belum tentu menjadi bahan pengambilan
keputusan; tingkatan ketiga, terdiri atas partnership, delegated power
dan citizen control, masyarakat dapat melakukan nogosiasi dan bahkan
merniliki kekuatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan
yang terakhir inilab yang merupakan partisipasi nyata. Partisipasi akan
menghasilkan pemberdayaan yang dapat merupakan alat bagi
tercapainya tujuan seperti keadilan dan demokrasi.?

Paradigma yang digunakan daiam penelitian ini adaiah paradigma
critical theory, karena dalam penelitian ini Jebih menitikberatian pada
perlu adanya kritik terhadap kemapanan untuk melakukan transformasi
dan pemberdayaan manusia guna membantu masyarakat menemukan
kondisi yang lebih baik.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan

ketidakberdayaan konwmeﬂpelanggan PDAM Kota Semarang dari

* Esmi Warassih, Zbid, hal 30.
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stst hukum dan solusi pemberdayaannya:

Untuk  mengungkap dan  memahami budaya  hukum
konsumen/pelanggar; PDAM Kota Semarang‘ .

Mencari solusi untuk memberdéyakan konsumen PDAM Kota

Semarang agar mendapat hak-haknya sesuai dengan UUPK.

E. KONTRIBUSI PENELITIAN

I.

o

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam
memahami budaya hukum konsumen, khususnya pelanggan PDAM
Kota Semarang sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam
pembuatan peraturan perlindungan konsumen;

Secara praktis, hasil penelitian im dapat menjadi acuan bagi
Pererintah Kota Semarang dan PDAM Kota Semarang untuk
memperbaiki ménaj‘emen PDAM Kota Semarang sehingga dapat

diperoleh pelayanan dan hak bagi konsumen/pelanggan.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (sociol-legal research).
Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan

keterkaitan antara aspek-aspek hukum dengan realitas empirik dalam
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masyarakat.

2. Paradigma

Konsep paradigma 'yang diperkenalkanﬁKuhn yang kemudian
dipopulerléan oleh Robert Friedrichs melalui bukunya sociology of
sociology, adalah suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang
menjadi pokok persoalan (subject matter) dari suatu cabang ilmu.
Selanjutnya secara umum oleh Robert Friedrichs mengartikan
paradigma sebagai suatu pandangan yang mendasar tentang apa
yarg menjadi pokok persoalan (subject matterj yang semestinya
dipelajari (a fundamental image discipline has of IES subyek
matter) 2

Penggunaan paradigma diharapkan dapat mengungkapkan
dimensi dan esensi dari aspek sosial kultural yang mempengaruhi-
bekerjanya hukum, schingga hukum tidak di lLhat semata-mata
sebagai perwujudan dan pencerminan dari konsep-konsep dan

aturan-aturan normatif,sebab realitas hukum sesungguhnya sebagai

perwujudan dan pencerminan dari struktur masyarakat tempat ia

** Lily Rosyidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1992,
hal 71.
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menjadi bagiannya.®

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah
paradigma critical theory, karena dalam penelitian ini lebih
menitikberatkan pad; perla adaflya kritik terhadap k(;,mapanan untuk
melakukan transformasi danpemberdayaan manusia guna membantu
masyarakét menemukan kondisi yang lebih baik.
3. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang. Untuk data
normatifnya dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan
perundang-undangan yang mengatur pelayanan dan penentuan tarif
PDAM Kota Semarang. Sedangkan data empirisnya diperoleh dari
konsumen atan masyarakat pelanggan PDAM Kota Semarang dan
pejabat-pejabat pembuat kebijaksanaan dalam manajemen PDAM
Kota Semarang.
4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Sumber data primer dapat berbentuk pengetahuan,

pandangan, sikap atau persepsi dan tindakan/perilaku konsumen

% Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 64.
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PDAM Kota Semarang . Data sekunder diperoleh dari peraturan
perundang-undangan, buku-buku literatur, surat kabar dan lain-lain
yang:berkaitan dengan permasalahan,

1 i

5. Informan,

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara
purposive sampling. Sampel bertujuan (purposive sample) dapat
ditandai dari ciri-cirinya sebagai berikut:?®
a. Rancangan sampel yang muncul: Sampel tidak dapat ditentukan

atau ditarik terlebih dahulu;

. Pemilihan sampel secara berurutan: Tujuan memperoleh variasi
sebanyak—banfaknya hanya dapat dicapai apabila pemil‘ihan
satuan samﬁel dilakukan jika satuan sebelumnya sudah dijaring
dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk
memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu
sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan
informasi yang ditemui. Dari mana atau dari siapa ia mulai tidak
menjadi persoalan, tetapi jika hal itu sudah berjalan, maka

pemilihan berikutnya tergantung pada apa keperluan peneliti.

% Lexy ] Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung,
2002, hal 164.
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Teknik sampling "bola’ salju” bermanfaat dalam hal ini, yaitu
mulai dari satu menjadi makin lama makin banyak;

¢. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel: Pada mulanya setiap
sampel.dapat sama kegunaannya. Namun sesudah makin banyak
informasi yang masuk dan makin mengembangkan hipotesis
kerja, akan ternyata bahwa sampel main dipilih atas dasar fokus
penelitian;

d. Pemilihan berakhir jika sudak terjadi pengulangan: Pada sampel
bertujuan, jumlah sampel ditentukan cleh pertinbangan-
perﬁmbangan informasi yang diperlukan. Jika maksudnya
memperluas informasi, jika tidak Jagi informasi yang dapat
dijaring, maka penarikan sampel depat diakhiri. Jadi kuncinya di
sini adalah jika sudah mulai terjadi pengulangan informasi, maks
penarikan sampel sudah harus dihentikan.

Informasi kunci dalam penelitian ini diambil dari berbagai
pihak, yaitu:

a. Konsumen/pelanggan,

b. Praktisi (praktisi hukum, aktivis pembelaan konsumen)

c. Pakar,

. Instrumen Penelitian
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Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan
instrumen penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri,
sedangkan instrumen penunjang adaldh daftar pertanyaan, catatan
lapangan dan rekaman tape recorder.zﬂ’; ‘

7. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara:

a. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan yang dilakukan
terhadap kenyataan fisik pelaksanaan pelayanan PDAM Kota
Semarang kepada konsumen.

b. Wawancara, vang dilakukan secara terstruktur maupun tidak
terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman
pada daitar pertanyaan (kuesioner). Sedangkan wawancara tak
terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman
pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan dapat berkembang
sesuai dengan jawaban informen (responden) dan situasi yang
berlangsung.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data menggunakan analisa kualitatif. Data

yang telah dikumpulkan dan telah dicek keabsahannya serta

?"'S Nasution, Metode Penelitian Naturalistik; Kualitatif. Tarsito, Bandung, 1992, hal
9.
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dinyatakan valid, lalu diproses mengikuti langkah-langkah yang

bersifat umum, yakni:
f;l. reduksi data,

b. display ;iata, dan
c. mengambil kesimpulan dan verifikasi.*

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi
data "kasar” vang muncul dari catatan di lapangan.

Display data atau penyajian datz merupakan sekumpulan
informasi yang diperoleh baik dari konsumen, praktisi maupun pakar

- dalam memberi kemungkiran adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.

Verifikasi adalan tahap dilakukannya pemeriksaan terhadap
kebenaran laporan yang diperoleh di lapangan.

9. Teknik Pegecekan Keabsahan Data

Setelah dilakukan penelitian lapangan dan menganalisa data

maka data-data yang diperoleh di lapangan baik dari hasil observasi,

wawancara dengan responden maupun informan, dilakukan

g Nasution. Op. Cir, hal 129.
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pengecekan kebenarannya guna memperoleh keabsahan/validitas
data. Untuk mengecek kehandalan dan keakuratan data, maka
digunakan teknik triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan
keabsahan dz;ta yang memanfaatkan sesuatu },:rang lain di luar data itu

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data

itu.?
Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan triangulasi yang

digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan

mengecek balik derajad kepercayaan suatu informasi yang diperoleh

melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai melalui:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasi!
wawancara,

b. Membandingkan apa yang dikatakan orvang di depan umum
dengan apa yang dikatakan secara pribadi,

¢. Membandingkan apa vang dikatakan orang pada situasi penelitian
dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu,

d. Membandingkan keadaan dan pempehif dengan berbagai
pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya,

¢. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang

* Lexi J Moleong, Loc. Cit, hal 179
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berkaitan
Dengan penggunaan triangulasi ini, diharapkan informasi yang
diperoleh dapat di cross check, sehingga akurasinya dapat diyj.
-G. SISTEMATIKA DAN ):’ERTANGGUNGJAWABAN
| PENULISAN |

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, yang tersusun secara
berurutan, dari bab ke-satu hingga ke-lima. Masing-masing bab saling
terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Tesis ini berussha mengungkap perilaku konsumen PDAM Kota

Semarang, termasuic budayanya dalam menghadapi perlakuan buruk
PDAM Kota Semarang, di samping upaya-upaya pemberdayaan
konsumen agar lebih berani menuntut hak dan mempunyai
keseimbangan posisi tawar dengan PDAM Kota Semarang.

Tulisan ini diawali bab ke-satu yang memaparkan latar beiakang
masalah yang menguraikan kedudukan konsumen dan PDAM Kota
Semarang yang sangat timpang. PDAM Kota Semarang memiliki posisi
tawar yang sangat kuat karena merupakan satu-satunya perusahaan
distribusi air di kota Semarang, sehingga konsumen tidak mempunyai

pilihan lain kecuali mengikuti keinginan PDAM Kota Semarang.

Pada bagian berikutnya, diuraikan arti pentingnya penelitian ini
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dilakukan, diikuti dengan uraian tujuan. penclitian dan kontribusi
penelitian ini. Bagi peneliti,-tidak adanya perselisihan antara konsumen
dengan PDAM Kota Semarang yang diselesaikar.x melalui jalur hukum
sar:lgat mena:rik untuk ‘diteiiti dan dikaji, mengingat be'g'itu banyak
pelanggaran ‘hak konsumen yang dilakukan oleh PDAM Kota
Semarang.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah pradigma
critical theory, karena dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada
perlu adanya kritik terhadap kemapanan untuk melakukan transformasi
danpemberdayaan manusia guna membantu masyarakat menemukan
kondisi yang lebih baik.

Pada bab ke-dua dipaparkan secara terperinci mengenat budaya
hukum, pemberdayaan, serta sejarah gerakan konsumen sebagai dasar
untuk mengkaji hasil penelitian yang diperoleh. Sedangkan bab ke-ti ga
berisi gambaran umum PDAM Kota Semarang sebagai sebuah
perusanaan daerah beserta tujuan pendirian, struktur organisasi
perusahaan, maupun proses produksi air yang didistribusikan.
Sedangkan pada bagian berikutnya diuraikan sikap dan perilaku
konsumen PDAM Kota Semarang sebagai pijakan untuk menganalisis

hasil penelitian.
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Bab berikutnya, yaitu bab ke-empat berisi analisis kondisi dan
posisi konsumen saat berhadapan dengan PDAM Kota Semarang. Pada
bab ini juga terdapat analisis mengapa kasus-kasus pelanggaran hak-
hak konsumen tidak pema}; diselesaikan di pengadilan, diikuti dt;:ngan
upaya-upaya pemberdayaan agar konsumen lebih berani menuntut
haknya dan ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijaksanaan
Pemerintah kota Semarang yang menentukan arah dan kebija_ksanaan
PDAM Kota Semarang sebagai perusahaan daerah.

Bab ke-lima atau bgb terakhir merupakan penutup dari seluruh
bahasan yang berisikan kesimpulan dari sema vang telah dibicarakan
pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga diberikan saran kepada
konsumen agar konsumen PDAM Kota Semarang lebih berdaya dan

memiliki posisi tawar yang lebih seimbang dengan PDAM Kota

Semarang.
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BAB Il
BUDAYA HUKUM, PEMBERDAYAAN
. DAN GERAKAN KONSUMEN
A. BUDAYA HUKUM L
Budaya hukum suatu | maéyéfél{at fidaic bisa dilepaskan dari
kebudayaan masyarakat itu sén'diri. Pé:ni_léi.an terhadap hukum sangat
dipengaruhi oleh kebudaygaﬁ rrie;syara.ll;:at. ‘Dengan demikian budaya
hukum dipengarulii oleh nilai-nilai budaya;'.yéng dianut oleh masyarakat.
Kebudayaan diartikan  sebagai | keseluruhan sistem gagasan,
tindakan dan hasil karya manusia dalam }angka kegiatan masyarakat,

vang kemudian dijadikan milik manusi’ziud_engan belajar. Istilah yang

tepat dari wijud ideal dari kebudayaan ini adalah adat dar: adat jstiadat

(dalam bentuk jamak). Dalam ken)}ataannya keseluruhan bentuk
kebudayaan saling mempengaruhi satu sama lain. Adat istiadat mengatur
dan memberi arah kepada tindakan daﬁ karya manusia menghasilkan
benda-benda (kebudayaan fisik) yang membentuk suatu lingkungan
hidup tertentu yang pada gilirannya alkavn rﬁenjauhkan manusia dari
lingkungan alamnya, sehingga mempengaruhi pola-pola perbuatannya,

bahkan cara berfikir manusia.' Sedangkan menurut Koentjoroningrat,

! Kodiran, Aspek Kebudayaan Bangsa Dalam Hukum Nasional, Identitas Hukum
Nasional, Editor Artidjo Alkotsar, FH UII Yogyakarta, 1997, hal 84.
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salah satu wujud kebudayaan adalah suatu komplek dari ide-ide, gagasan,
nilai-nilai, norma-nonﬁa, peraturan dan sebagainya.?

Setiap masy?rakat mempunyai kebudayaan yang terutama
bertujuan untuk memenuhi l kebutuhan pokok masyarakat tersébut.
Kebudayaan suatu masyarakat mencakup ruang lingkup yang sangat luas,
yakni segala segi kehidupan masyarakat itu sendiri, baik bersifat materiil
maupun spirituil. Segi-segi pokok kehidupan masyarakat tersebut
mencakup bidang-bidang politik ekonomi, ‘sosial, pertahanan-keamanan
dan hukumn, sehingga terdapat budaya-budaya politik, ekonomi, sosial,
pertahanan keamanan dan hukum.?

Kajian budaya hukum bukan hanya sekadar membahas hukum
dalam konteks perubahan sosial semata, melainkan melihat bagaimana
sistem hukum yang satu berinteraksi dengan nilai-niiai sosial budaya
lainnya. Terdapai tiga komponen peniing dalam hubungannya dengan
pembangunan budaya hukum Indonesia. Pertama, pembangunan budaya
hukum berkaitan dengan reformasi peningkatan kualitas hukum

substantif, dimana praktek ketatanegaraan selama ini menunjukkan

* Wujud lainnya adalah sebagai suatu komplek aktivitas serta tindakan berpola dari
Inanusia dalam masyarakat, dan kebudayaan scbagai benda-benda hasil karya
manusia. Koentjoroningrat, Pengantar flmu Antropologi, Aksara Baru, Jakarta, 1986,
hal 186.

? Soerjono Soekanto, Edie T. Hendratno, TH. Sardjito, Antropologi Hukum Proses
Pengembangan Flukum Adat, CV Rajawali Press, Jakarta, 1984, hat 201.
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banyaknya produk lembaga legislatif yang dibuat sesungguhnya tidak
identik dengan tegaknya negara hukum. Kedua, tegaknya budaya hukum
berkaitan dengan peranan struktur atau lembaga-lembaga hukum dalam
masyarakat, oleh karena 1itu hilangnya supremasi hukmr; bukan sekadar
diakibatkan oleh kekurangan otonomi lembaga peradilan, melainkan juga
disebabkan oleh kepastian hukum yang tidak didukung oleh doktrin
preseden hukum. Kefiga, faktor budaya yang berlaku di dalam
masyarakat.’

Keterlibatan hukum yang semakin aktif ke dalam persoalan-
persoalan yang menyangkut perubahan sosial, justru memunculkan
permasalahan yang mengarahkan pada penggunaan hukum secara sadar
dan aktif sebagai sarana untuk turui menyusun tata kehidupan yang baru
tersebut. Hal ini tampak pada segi pengaturan oleh hukum, baik dari
aspek legitimasinya, maupun aspek keefektifan penerapannya. Persoalan
yang muncul tersebut dengan demikian bergeser dari bagaimana
mengatur sesuatu dengan prosedur hukum, ke arah bagaimana
pengaturan itu sehingga dalam masyarékat akan timbul efek-efek yang

dikehendaki oleh hukum.’

? Jawahir Tontowi, Budaya hukum dan Kekerasan Dalém Dinamika Politik Indonesia,
UTI Press, 2001, hal 10, '

5 Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994,
hat 1. _
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Tugas utama hukum, menurut Kusumadi Pudjosewojo®, adalah
untuk menciptakan ketertiban, sebab ketertiban itu sendiri merupakan
syarat pokok adanya keteraturan dalam masyarakat.’ Dalam perannya
sebagai kontrol sosial, hukmﬁ hanya mempertahankan apa ’yang tetap; dan
telah diterima di dalam masyarakat atau dengan kata lain hukum menjadi
penjaga status quo. Dalam hal ini hukum mempertahankan apa saja yang
telah diterima dalam masyarakat. Namun di luar itu, hukum dapat
digunakan dengan tujuan mengadakan perubahan-perubaban sosial®
dalam masyarakat (social engineering). Tetapi raemfungsikan hukum
sebagai sarana perubahan sosial tidak mudah karena seringkali hukum

harus berhadapan dengan budaya hukum masyarakat.

¢ Kusumadi Pudjosewdjo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Aksara, Jakarta.
hat 41, .

? Dalam konieks pembangunan, peranan hukum sebagai sarana kontrol sosial sangat

penting karena pembangunan tidak akan dapat berlangsung tanpa adanya ketertiban

sebagai syarat kondisi stabil yang sangat dibutubkan bagi pembangunan. Namun
demikian peranan hukum scbagai sarana perubahan sosial tetap diperlukan untuk
mengubah perilakn masyarakat sesuai dengan tujuan hasil pembangunan itu sendiri.
Jadi peranan hukum sebagai sarana kontrot sosial dan sarana perubahan sosial tidak
dapat dipisah-pisabkan.

¥ Selo Sumardjan dalam Social Change in Jogjakarta, Gajah Mada University Press,
Jogjakarta, 1981, hal 3, menyebutkan perubahan sosial mencakup bermacam
perubahan di dalam lembaga masyarakat sehingga mempengaruhi sistem sosialnya,
termasuk nilai-nilai, sikap, perilaku serta hubungan antar kelompoknya.
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Penggunaan hukum sebagai alat perubahan sosial membawa

implikasi tertentu terhadap bentuk kebijaksanaan negara, baik dalam

perumusan, implementasi dan evaluasi setiap kebijaksanaan. Hal ini

dikarenakan hukum merypakan sue;tu kebutuhan yang melekat pad-a
kehidupan sosial itu sendiri. Oleh karena itu, hukum semakin penting
peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-
kebijaksanaan pemerintah ®

Dalam rangka untuk merealisasikan kebijaksanaan ini maka
pembuat kebijaksanaan memiliki alat yakni peraturan perundang-
undangan yang ia buat. Selain itu dapat dikatakan bahwa agar rencana
pembangunan mendapat kekuatan dalam pelaksanaannya, maka ia periu
raendapatkan status formal atau dasar hukum tertentu.’®

Penggunaan perundang-undangan secara sadar oleh pemerintah
sebagal suatu sarana untuk melakukan tindakan sosial yang terorganisasi
telah merupakan ciri khas negara modern.'' Sedangkan dalam sistem
hukum modern terdapat kecenderungan yang tetap dan kuat ke arah

penggantian perundangan rakyat yang lokal sifatnya oleh perundang-

® Bambang Sunggono, Opcit, hal 3.

' Esmi Warassih Pujirahayu, Kegunaan Telaah Kebijaksanaan Publik Terhadap
Peranan Hukum di Dalam Masyarakat Dewasa Ini, Masalah Masalah Hukum FH
UNDIP No. 11 Tahun 1994, hal 20,

! Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1981, hal 113.
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undangan resmi yang dibuat oleh pemerintah.'> Artinya, hukum
diberlakukan secara nasional dan seragam serta tidak lagi bersifat lokal
dan tradisional sehingga untuk mencapainye; diperlukan reformasi
hikum. |

Barda Nawawi Arief”’ menjelaskan bahwa reformasi hukum dan
keadilan tidak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan,
tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan yang
metiputi subsransi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Reformasi
hukum dan keadilan juga tidak semafa-mata masalah sistem hukum,
tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial
(termnasuk sistem ekonomi).

Reformasi hukum tidak hanya memperbarui siubstansi hukum»
{legal substance reform), melainkan juga Jegai siructure reform dan Jegal
culture reform dimana di dalamnya terdapat pembaruan etika hukum dan

mu/pendidikan hukum (fegal ethic and legal science/education reform).

'? Marc Galenter, Modernisasi Sistem Hukum, dalam Myron Weiner (ed.), Modernisasi
Dinamika Pertumbuhan, cet. I, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983, hal
110,

'3 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kefahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hat 1.
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Dalam situasi krisis saat ini yang terpenting justru pembaruan aspek
immaterial dari hukum (budaya hukum, etika hukum dan pendidikan
hukum).

Membangun budaya hukum dari segi hukum substansif tidakibisa
dilepaskan dari kenyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum
(rechtstaat) bukan merupakan negara kekuasaan (machtstaat). Oleh
karena itu mengembalikan prinsip-prinsip dasar negara hukum dalam arti
konseptual dan fungsional man tak mau harus dilakuka. Pada dasaruya,
rechistaat mengaﬁdung elemen-elemen kebebasan individual melalui
prosedur hukum yang dilaksanakan di pengadilan, dan dibarengi dengan
alat paksa dalam melaksanakan misinya untuk menckan absclutisme,
sehingga suatu negara menerapkan kekuaszan dengan cara-cara yang adi!
dengan mnejamin terselenggaranya pembagian hak-hak dasar universal
masyarakat secara sejajar.

Hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat terdapat
unsur pervasive socially (penyerapan sosial). Artinya bahwa kepatuhan
dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi
dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila
aturan hukum dengan sanksinya melakukan tindakan paksaan (polisi,

hakim, jaksa, dsb) sudah dipahami arti dan kegunaannya oleh individu
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dan masyarakat yang terlibat dalam hukum itu.**

Hukum dapat dikatakan berjalan dengan efektif | apabila apa yang
digariskan di dalamnya benar-benar terealisasi di dalam :kenyataan. -Pada
pex\l'anannya sebagai sarana perubahan sosial; hukum mampu

- menimbulkan perubahan-perubahan sikap dan perilaku warga masyarakat
sebagai pemegang peran. Dalam bal ini pemegang peran meninggalkan
sikap dan pola perilaku lama yang tidak sejalan lagi dengan tuntutan
jaman dan pembangunan.”®

Dalam praktek tidak selalu terdapat persesuaian antara harapan
yang ditargetkan dalam hukum (dalam peranannya sebagai sarana
perubahan sosial). Kadangkala dalam waktu yang cukup lama
pelaksanaan hukum sebagaimana vang diharapkan memeriukan
kesabaran dan kearifan para pelaksananya. l.ebih-lebik dengan nilai-nilai
baru yang ditawarkan (dinaksakan?) melalui hukum.

Kenyataan scsial menunjukkan bahwa bagaimanapun juga
masyarakat sebagai pemcgang peran tidak berada dalam keadaan pasif

serta menerima begitu saja nilai-nilai yang hendak dipaksakan melalui

** Timashef dikutip oleh David N Schiff. Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum,
Editor Adam Padgorecki dan Christopher J. Whelan, PT Bina Aksara Jakarta, 1987,
hal 256,

'* Basuki Rekso Wibowo, Mengefektifkan Hukum Sebagai Sarana Perubahan Sosial,
Majalah Varia Peradilan, Tabun IV No 37 Oktober 1988, Ikahi, Jakarta, hal 121.
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hukum. Akan terdapat respon masyarakat terhadap hukum yang
diberlakukan terhadapnya, baik dalam bentuk penerimaan  atau
pembangkangan.'®

Masyarakat akan menérima jika terdapat kesesuaian nilai-nilai
dalam hukum dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.
Masyarakat beranggapan bahwa hukum yang dibuat adalah penjelmaan
adat dan kebiasaan masyarakat, hanya saja dalam bentuk formal
admintsiratif. Sebaliknya penolakan atau pembangkangan terjadi jika
nilai-nilai dalam hukum berbeda atau bahkan bertentangan dengan nilai-
nilai yang dianut dalam masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan.

Karena perubahan yang dikehendaki meliputi perubahan pranaté
sosial pendefinisian status dan peranan, ideologi serta pola dan profil
nilai-nilai'’, dengan demikian perubahan sosial itu meryjuk vada
perubahan-peiubahan dalam struktur masyarakat dan daiam budaya,
termasuk di dalamnya budaya hukum yang menjadi faktor yang paling

mempengaruht bekerjanya hukum.

' Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pmebanguna
di Indonesia, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hal 148.

' Yehezket Dror, Law and Social Change, dalam Joel B. Grossman dan Mary B.
Grossman, Law and Change In Modern America, Good Year Publishing, Pacific,
Cat, 1971, hal 39.
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Lev merinci budaya hukum ke dalam nilai-nilai hukum prosedural

dan nilai-nilai substansif. Pertama, mempersoalkan cara-cara pengaturan

masyarakat dan manajemen konflik; kedua, komponen substansif dari

budaya hukum itu terdiri dari asumsi-asumsi fundamental mengenai
distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, apa
yang dianggap adil dan tidak oleh masyarakat dan sebagainya.

Budaya hukum oleh Friedman diterjemahkan sebagai sikap-sikap
dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik
secara positif maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai sikap dan
nilai-pilei yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik.
Sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi
hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada.'

B. PEMBERDAYAAN, KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA

Konsep pemberdayaan™ atau empowerment merupakan konsep

'* Esmi Warassih, Pemberdmaan Masyarakni Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum,
Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Undip, 2001, hal 11-12.

' Setiyowati, Budaya Hukum Sabuk Keselamatan, Harian Suara Merdeka, 6 Juli 2004.

% Pemberdayaan merupakan terjeisahan dari kata empowerment. Sedangkan kata
empower diterjemabkan sebagai memberdayakan, Menunt Merriam Webster dan
Oxford English Dictionary, kata empower mengandung dua arti. Pengertian yang
pertama adalah fo give power or authority to, dan pengertian kedua berarti o give
ability to or enable. Dalam pengertian pertama, diartikan sebagai memberi kekuasaan,
mengalihkan kekuatan, atan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam
pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau
keberdayaan. Onny S Prijono dan AM.W. Pranarka (Penyunting), Pemberdayaan
Konsep, Kebijakan dan Implemeniasi, CSIS, Jakarta, 1996, hal 3.
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yang lahir sebagai bagian dari perkembanéan alam pikiran masyarakat
dan kebudayaan barat, utamanya Eropa.?! Konsep empowermemt mulai
na‘mpak di sekitar dekade 70-an, dan kemudian berkembang terus
sepanjang dekade 80-an da:n dekade 90-an pada akhir Abad ke-20 hingga
kini.

Konsep empowerment mungkin dapat dipandang sebagat bagian
atau sejiwa dengan aliran-aliran pada paruh kedua Abad ke-20 yang
dewasa ini banyak dikenal sebagai aliran post modernisme, dengan titik
berat dan pendapat vang orientasinya adalah antisistem, antistrukiur dan
antideterminisme yang diaplikasikan kepada dunia kekuasaan.

Unfuk memahami aliran tersebur sebagai gelombang pemikiran
baru yang dikenal sebagai gerakan Awfklarung atau Enlz'ghfenmer‘rt mau
tidak mau kita harus menelaah lahirnya Eropa Medem tersebut sebagal
akibat dari reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan tata budaya
sebelumnya yang dikenal sebagai Abad Pertengahan Eropa.

Secara singkat dapai dikatakan bahwa perkembangan Abad
Pertengahan Eropa cenderung tumbuh dan bermuara kepada suatu

tatanan yang basis idiilnya adalah determinisme keagamaan, sementara

* AMW. Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto, "Pemberdayaan (Empowerment)”
dalam Onny S Prijono dan AMW. Pranarka (Penyunting), Pemberdayaan Konsep,
Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta, 1996, hal 44,
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basis strukturalnya adalah organisasi gereja serta monarki. Determinisme,
apapun bentuknya, di dalam perkembangannya akan selalu .kontradiksi
interna_l dan cepat ataupun lambat akan mengalami keterpet?ahannya.22
Salah satu sistem noﬂ keagamaan yang segera mﬁncul sebagai
reaksi alternatif terhadap tatanan yang bertumpu pada determinisme
keagamaan yang menjadi absolut adalah sistem yang bertumpukan atas
kemerdekaan. Manusia melihat kemerdekaan sebagai nilai utama dan
bahkan satu-satunya di dalam pergumulan melawan determinisme
keagamaan tersebut. Independensi, otonomi, liberalisasi, dan emansipasi

sudah merupakan konsep-konsep vang segera muncul.
Sedangkan alternatif lain yang tumbuh berdampingan dengan

kemerdekaan adaiah acuan kepada ratio dan individa. Kemerdekaar dan

** Ada banyak faktor yaug membuat Abad Pertengahan Eropa mengalami perpecahan

dan pudar. Misalnya perkembungan pengetahuan manusia yang cenderung menjadi
icbih cermat, lebih pasi dalam acuan yang sifatnya kritikal dan numerikal. Ini
menyebabkan konflik antara peugetzhuan manusia mengena: alam berdasarkan
observasi ilmiah empiris di satu pibak dengan pengetalnar manusia mengenai zlam
dengan berdasar pada Litab suci.
Faktor kedua adalah konflik-konflik keagamaan, baik dari segi doktriner teologis
maupun dan segi disiplin regimentasi keagamaan. Hal ini menyebabkan gereja pecah
menjadi Protestantisme dan Katolik Roma. Pecaknya tata keagamaan pada waktu itu
dengan sendirinya membawa serta pecahnya tatanan politik dan  sosial
kemasyarakatan.

Faktor ketiga yang mendorong lahirnya Eropa Modern adalah terjadinya perubaban
struktur ckonomi. Jika tadinya kekuasaan dalam bidang politik dan ekonomi terletak
pada sistem kepemimpinan gereja dan sistem kepemimpinan kerajaan, maka sebagai
akibat perdagangan yang makin meluas, muncul kota-kota dagang baru. Selain itu,
muncul pula pusat-pusat kekuasaan politik maupun kekuasaan keagamaan di luar raja
dan Paus. 7bid, hal 46-47.
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kebebasan dari determinisme keagamaan yang sifatnya doktriner mutlak
digantikan dengan sistem kemerdekaan untuk berpikir dan kemerdekaan
untuk individu: Doktrin-doktrin keagamaan digantikan dengan doktrin
yang sifatnya rasional. |

Pemikiran-pemikiran ini  memunculkan apa yang disebut
liberalisme, individualisme dan rasionalisme yang kemudian dengan
cepat juga tumbuh menjadi determinis dan totaliier pula. Proses ekstrem
seperti ini berjalan cukup lama walaupun nantinya akan terjadi atau
melahirkan  alternatif-alternatif  lain sebagai  koreksi  ataunun
imbangannya.

Proses, mengga'nti sistem keagamaan dengan sistem lain yang perlu
diberi kekvasaan pada hakikatnya dapat dipandang sebagai depowerment
sistem keagamaan. Dengan kata lain terjadi empowerment terhadap
nonreiigious system. Emansipasi dan liberalisasi serta penataan terhadap
segala kekuasaan dan penguasaan itulah yang kemudian menjadi
substansi dari konsep empowerment.

Pen-"dewa”an kemerdekaan, individu, dan rasio yang kemudian
menyatu dengan kekuatan dan kekuasaan ekonomi ményebabkan

munculnya kapitalisme yang menyatu dengan liberalisme, rasionalisme,

3 Ibid, hal 47.
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individualisme, dan evolusionalisme. Perkembangan eksirem dari
liberalisme, rasionalisme, dan individvalisme di dalam politik dan
ekonomi menimbulkan masalah besar dalam kehidupan manusia yaitu
| eksploitasi yang lemah oleh yang kuat.

Meskipun demikian, perkembangan tersebut telah melahirkan
peradaban besar di dalam sistem pengetahuan (berkembangnya falsafah
modern, pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi), di dalam sistem politik,
ekonomi, hukum, kenegaraan, dan kemasyarakatan (kesadaran akan
persamaan hak-hak dasar, demokrasi, republik, konstitusi, negara hukum,
dan lain sebagainya).

Sistem alternatif yang tumbuh tersebut cenderung menjadi
deterministik  dan mutlak sehingga menimbulkan kegoncangan.
Kapitalisme yang menyatu dengan liberalisme dan individualisme
menimbulkan reaksi yang mengakibatkan munculnya sistem alternatif
baru sepérti sosialisme, kolektivisme, sampai dengan k:)munisme dan
fasisme.

Determinisme kemerdekaan dan individu dianggap sebagai sumber
terjadinya proses dehumanisasi terhadap mereka yang kuat baik di dalam
ekonomi, hukum dan politik. Orang kemudian menginginkan terjadinya
proses depowerment dari sistem yang ada dan menggantikannya dengan

proses empowerment dart sistem alternatifnya. Sistem yang pertama
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memandang kekuatan ekonomi sebagai basis kekuasaan harus dibjarkan

tumbuh berkembang. secara bebas (liberalisasi kekuatan ekonomi, dan

dunia dibiarkan menemukan bentuk-bentuk perkembéﬁgannya sendiri
sebagai hasil dari proses ke]r\:uatan ekonomi yang merdeka itu), yarig lain
memandang kekuatan ekonomi sebagai basis kekuatan harus dimasukkan
ke dalam kerangka regulasi dan regimentasi agar tidak menyebabkan
terjadinya proses eksploitasi totaliter membabi-buta yang menyebabkan
mannsia-manusia yang tidak kuat ekonominya itu menjadi permainan
dari kekuatan ekonomi yang ingin bergerak bebas merdeka bagi
kepentingannya sendiri.**

Pada abad ke-19 dan 20, bersamaan dengan berkembangnya ilmu

dan teknologi, ekonomi makin menempati posisi peniing dalam sejarah

kehidupan manusia. Penemuan-penemuan teknologi yang bermunculan -

tidak lagi ditujukan sebagai sumbangan bagi kehidupan manusia, tetapi
lebih didorong oleh semangat untuk menguasai perekonomian dunia.,
Bahkan kini muncul pemahaman, bahwa suatu bangsa akan mengalami
kemakmuran jika bisa menguasai teknologi. Teknologi menjadi makin
berkembang sebagai konsekuensi pemikiran jika teknologi menjadi jalan
untuk menguasai perekonomian dunia. Industrialisasi ditujukan untuk

mengembangkan teknologi untuk merebut pasar.

*4 Ibid, hal 50,
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Proses industrialisasi yang menyatu dengan ilmu dan teknologi

makin membuktikan bahwa pada kenyataannya manusia harus menerima

ekonomi sebagai sistem yang semesta sifatnya. Hal ini makin diperkuat . -

dengan memudarnya falsafalil Idealisme (yang ingin membangun sistem
semesta nonkeagamaan), falsafah Thomisme dan Neo Skolastik, serta
makin menguatnya positivisme yang terbukti dengan berkembangnya
ekonomi, .ilmu, dan teknologi. Ekonomi dan teknologi akhirnya
berkembang menjadi sistem yang amat deterministik, menjadi suatu
power yang makin kuat tancapannya dan makin luas jangkananaya.
Industrialisasi telah menjadi sistem kekuasaan yang deterministik seperti
sistem determinisme keagamaan kuno dan sistem-sistem lain yang sudah
merusak masyarakat dan peradaban.

Ekonomt diterirﬁa sebagai basis dasar kekuasaan. Kekuasaan itu
kemndian membuat bangunan-bangunan yang manipulatif, termesuk
sistem pengetahuan, politik, hukum, ideologi, dan religi. Yang tinggal
hanfa manusia yang berkuasa ménghadapi manusia yang dikuasat.
Pembebasan terjadi melalui proses liberalisasi atau emanisipasi, yang
memertukan proses empowerment of the powerless.

Konsep empowerment sendiri merupakan konsep yang terlalu
umum. Gagasan yang umum diterima adalah memberikan power kepada

powerless, karena hanya jika memiliki power maka mereka akan dapat
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melaksanakan proses aktualisasi eksistensi. Gagasan ini tetap mengakui
pentingnya power dan menekankan keberpihakan kepada the powerless.
Gagasan ini pada dasarnya ingin agar semua dapat memiliki “kekuatan”
yang menjadi modal dasar dari proses alctu'alisz;si eksistensi itu.

Gagasan yang lain ada yang lebih menekankan pada “kekuatan
ekonomi: sebagai modal dasar atau faktor generatif dari proses
pemberdayaan tersebut. Di samping itu ada yang melihat bahwa
kekuasaan politik merupakan sumber malapetaka eksistensi, dan karena
itu pemberdayaan harus bertumpu pada pemberdayaan politik. Selain itu
masth ada yang melihat pemberdayaan secara sostologi dan psikologi,
sehingga memandang keluarga dan pendidik sebagai wahana
empowerment.

Namun demikian, konsep pemberdayaan dalam implemenrasinya
harus diakulturasikan secara kritis dan selektif. Konsep pemberdayaan
barus ditempatkan tidak hanya secara individual, namun juga secara
kolektif yang semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi dan
koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Konsep
pemberdayaan atau empowerment harus pula ditempatkan sebagai bagian
dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa,
pemerintahan, negara dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi

kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kata lain, empowerment
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pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil
dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam
kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun
dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain.2* |
C. GERAKAN KONSUMEN

Gerakan perlindungan konsumen atau konsumerisme®® lahir
terutama karena adanya peayalahgunaan kekuatan bisnis. Praktek-
praktek bismis ini sangat merugikar hak dan kepentingan konsumen,
yang jika tidak ditanggapi dalam suatu gerakan akan semakin merugikan
konsumen. Kalau kekuatan bisnis ini tidak diimbangi oleh kekuatan
konsumen, maka konsumen akan dijejali produk yang rendak mutunya,
tidak aman, merusak lingkungan, pelayanan yang buruk, dan iklan-iklan
vang menyesatkan.

Gerakan konsvmen lahir karena adanya beberapa pertimbangan.?’
Pertama, produk vang semakin banyak di satu pihak menguntungkan
konsumen, karena mereka mempunyai pilinan yang bebas dan terbuka,

namun di pihak lain juga membuat pilihan mereka menjadi rumit.

* Jbid, hal 56,

* Istilah "konsumerisme” bukan paham yang mengajarkan orang berlaku “konsumtif’.
Konsumerisme adalah gerakan yang memperjuangkan ditegakkannya hak-hak
konsumen.

¥ Lihat A. Sonny Keraf, Etika Bisnis, hal 190-191.
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Konsumen membutuhkan pedoman atau informasi yang akurat
tentang berbagai produk, sementara informasi seperti itu sanga sulit
diperoleh dari produsen. Karena itu kehddiran gerakan konspmen atau -
lembaga perlindungan kon;umen sangat dibutuhkan untuk secara aktif
memberi informasi yang netral dan obyektif tentang berbagai produk.

Kedua, jasa kini semakin terspesialisasi sehingga menyulitkan
konsumen untuk memutuskan mana yang memang benar-benar
dibutuhkannya. Pengalaman konsumen lain dapat menjadi informasi
terbaik, tetapi sering sulit mendapatkannya. Oieh karena itu kehadiran
gerakan konsumen atau lembaga perlindungan konsumen juga sering
berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan informasi untuk
kemudian disebarluaskan kepada masyarakat.

Ketiga, pengaruh iklan yang merasuki setiap detik dari segi
kehidupan manusia modern melalui berbagai media massa dan media
informasi lain memberi pengaruh yang sangat besar bagi kebidupan
konsumen. Selain sering membuat bingung, iklan-iklan tersebut juga
sering merusak kepribadian pihak tertentu (terutama anak-anak) baik
secara moral maupun kultural. Konsumen perlu bersatu melawan
pengarub iklan ini, untuk tidak membiarkan iklan menentukan dan
mengarahkan hidup manusia. Argumen bahwa iklan hanya memberi

informasi tidak bisa dianggap sebagai argumen yang serius karena
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dengan berbagai cara manipulasi yang halus maupun kasar, masyarakat
telah digiring untuk membeli produk tertentu.

| Keempat, kenyataan menunjukkan bahwa keamqnan produk jarang
sekali diperhatikan secara serius oleh produsen‘r Ini met;lyangkut
keamanan pribadi maupun sosial, fisik maupun moral, mental, budaya.
Atas dasar ini berbagai pihak menggerakkan kelompok tertenty untuk
menyadarkan kepentingan konsumen yang terkait dan terancam oleh
pihak produsen. Juga untuk menuntut produsen agar serius
meemperhatikan keamanan produk yang ditawarkannya.

Kelima, dalam hubungan dengan jual beli yang didasarkan: pada
kontrak, konsumen lebih berada pada posisi yang lemah. Dalam hal ini,
kbususnya konsumen vang berasal dari kelas sosial bawah,
membutubkan konsultasi, advokasi dan perlindungan untuk menuntut
hak dan kepentingan mereka sesuai dengan pronsip kontrak yang adil dan
etis. Karena itu gerakan konsumen atau lembaga perlindungan konsumen
sangat dibutubkan kehadirannya untuk memberikan advokasi dan
konsultasi yang dibutubkan tersebut, baik diminta maupun tidak diminta.

Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen menggema dari
gerakan serupa di Amerika Serikat. Beberapa produk hukum yang ada,
bahkan telah Jiberlaknkan sejak zaman kolonial menyinggung sendi-

sendi penting perlindungan konsumen. Dilihat dari kuantitas dan materi
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muatan produk hukum dibandingkan dengan keadaan di negara-negara
maju (terutama Amerika Serikat), kondisi di Indonesia masih jauh dari
menggembirakan, 2 L

Perjalanan: sejarah gerakan perlindungan konsumen di Amerika

Serikat oleh David A. Rice dibedakan dalam empat subbahasan:®
1. Regulation of feudal market transactions

2. Legal tradition of caveat emptor

3. Twentieth-century judicial limitation of caveat emptor

4. Development of public regulation

5. Contemporary developments in public regulation.

Masa-masa pasar feodal daJam sejarah Amerika Serikat sebenarnya
dipraktikkan oleh pemukim-pemukim pertama negara itu ketika masih
berada di Inggris. Meski demikian, keinginan membuat peraturan yang
melindungi konsumen mulai tampak pada masa transaksi pasar feodal
tersebut. Misalnya, pada 1256 di Inggris diatur perlindungan untuk
pembeli roti dan ale (sejenis bir) berdasarkan ketentuan gereja.
Pengadilan-pengadilan Inggris juga menjatuhkan hukuman ﬁntuk

menekan praktik banting harga, memperkecil ukuran/timbangan, dan

* Shidarta, Hukum Periindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hat
30

* David A. Rice, Consumer Transaction, Little Brown and Company, Boston, 1975, hal
3-10.
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menurunkan mutu. Tindakan-tindakan demikian dipandang bertentangan
dengan kepentingan umum.

Pada masa itu, aspek hukum .publik lebih menger_nuka- dengan
adanya penerapan sanksi ‘bagi para pelanggarnya. Tetaﬁi, meskipun
lambat, aspek hukum perdata juga ikut berkembang walaupun
perkembangan ini belum cukup kuat untuk memberi perlindungan yang
lebih baik kepada konsumen. Baru pada akhir abad ke-19 muncul
putusan peradilan perdata yang memasukkan kasus pelanggaran transaksi
perdagangan daiam hukum kontrak dan tort.

Pada masa itu pula dianut asas hukum yang disebut caveat empror
atau let the buyer beware. Artinya diserahkan kepada kesadaran pembeli
untuk mempertahankan hak-haknya. Jika ia “kalah” dalam perjuangan
menegakkan hak-haknya berarti semua itu karena kebodohan dan
kesalahannya sendiri. Hal ini sangat menguntungkan para produsen,
apalagl otoritas legisiatif dan yudikatif sama-sama menolak terlibat
dalam ursan transaicsi antar anggota masyarakat.

Pada 1891, Liga Konsumen di Amerika Serikat pertama kali
didirikan di kota New York, disusul Liga Konsumen Nasional (the
National Consumer’s league) tahun 1898. Orgagisasi ini tumbuh dan
berkembang dengan pesat sehingga 1903 telah memiliki 64 cabang yang

meliputi 20 negara bagian.
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Menjelang akhir abad ke-19, gerakan perlindungan konsumen
semakin meﬁghadapi tantangan. Hal ini terjadi karena jumlah produsen
mulai ban;yak dan produknya membanjiri pasaran sehingga persaingan
dagang juga makin 'ketat. Namun secara umum tradisi davear emptor
belum  sepenuhnya ditinggalkan. Kesadaran produsen  untuk
bertanggungjawab atas produk atau jasa yang diberikan kepada
masyarakat masih kurang, dan masyarakat masih segan memperjuangkan
hak-haknya. Masyarakat masih menerima nasib berada di bawah kendali
para produsen

Ketidakberdayaan ini makin jelas dengan munculnya format-format
perjanjian yang dibakukan {standard contract). Korsumen tinggal
menerima atau menolak (fake itn or leave it) atas perjanjian yang
ditawarkan produsen.

perkembangan selanjutnya terjadi tahun 1914 dengan dibukanya
kemungkinan terbeniuknya komisi yang bergerak dalam bidang
perlindungan konsumen, yaitu apa yang disebut dengan Federal Irade
Commission (FTC) dengan Federal Trade Commission Act.

Pada tahun 1930-an muncul pemikiran tentang urgensi dari
pendidikan konsumen oleh pendidik. Sejak itu banyak bermunculan
buku-buku tentang periindungan konsumen yang disertai dengan riset-

riset yang mendukungnya. Jatuhnya korban jiwa konsumen dalam jumlah
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besar mendorong terbentuknya the Food, Drug and Cosmetic Act tahun
1938 disusul peraturan-peraturan lain untuk melindungi konsumen.
Kemajuan gerakan konsumen di Ametika Serikat tidak s'_(;,mata-
mata diukur dari munculnya iberbagai peraturan yang lebih memihak
kepentingan konsumen, tetapi terlebih-lebih dari meningkatnya
kesadaran konsumen tentang hak-haknya. Peraturan-peraturan yang
muncul sebenarnya dibuat untuk melindungi persaingan dan para
kompetitor, bukan melindungi kounsumen secara langsung.® Tetapi
bagaimanapun, hal ini tetap memberi keuntungan bagi konsumen juga.
Era tahun 1960-an melahirkan sebuah cabang hukum baru yaitu
hukum konsumen (consumers low). Pada 15 Maret 1962, Presiden John
F. Kennedy menyampaikan Special Message of Frotection the Consumer
Interest dihadapan Kongres Amerika Serikai. Preambul consumer
message ini dicantumkan formulasi pokok-pokok pikiran yang hingga
Kini dikenal sei:aagai hak-hak konsumen (consumer bill of rights).
Pengganti Kennedy, Presiden L.B. Johnson memperkenalkan konsep
hukum baru tentang perlindungan konsumen yang sekarang dikenal

sebagai product warranty dan product liability.

* Ibid, hal 9.
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Gerakan perlindungan konsumen semakin mengemuka pada masa-
masa setelah 1960-an. Hal ini ditandai munculnya berbagai kegiatan dan
pertemuan anggota organisasi konsumen maupun tokoh-tokoh yang
kemudian mendeklrasikan hak—hqk konsumen. Kegiatan' itu antara lain
adalah kongres the International Co-operative Alliance & Tondon dan
pembentukan panitia yang disebut the Committee Jor Economic
Development dengan laporan yang berjudul Resposibilities of Bussiness
Corporations.

Pada perkembangan berikuinya, organisasi konsumen di berbagai
negara membentuk lembaga konsumen di tingkat internasional vang
kemudian dikenal dengan nama Consumer International.

Di Indonesia, gerakar perlindungar konsumen baru terdengar di
awal 1970-an ditandai dengan munculnya .Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI)."' Setelah YLKI muncul beberapa organisasi serupa
seperti Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumer (LP2K) di
Semarang pada Februari 1988 yang bergabung dengan Consumers

International (CI) pada tahun 1990, menyusul YLKI yang telah lebih

* Para pemrakarsa YLKI tidak bermaksud melakukan gerakan perlindungan konsumen
karena pada awalnya justru menyelenggarakan Pekan Swakarya yang merupakan
ajang promosi hasil produksi Indonesia. YLKI juga menghindari konfrontasi dengan
produsen. Hal ini terlihat dari motto dan tujuannya berupa melindungi konsumen,
menjaga martabat produsen, dan membantu pemerintah.
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dahulu menjadi anggota CZ. Sementara itu di kota-kota lain Juga muncul

Organisasi serupa.

Masalah perlindungan konsumen terupakan masalah lama dengan ‘

pendekatan baru. Hak untuk mendapatkan kompensasi (the right to
redress) adalah salah satu hak tambahan bagi konsumen yang telah
diakui secara universal di seluruh dunia. Sudah sejak jaman dulu hak
untuk mendapatkan kompensasi dari seseorang akibat perbuatan dari
orang lain, telah diakui oleh berbagai teori hukum dalam berbagai
negara. Yang baru adalah penegasan hak tersebut sebagai hak konsumen.

Ditinjau dari kemajuan peraturan perundang-undangan di Indonesia
di bidang perlindungan konsumen, hingga saat ini masih sangat minim,
baik diiihat dari kuantitas peraturannya maupur kedalaman materi yang
dicakupinya.

Banyak pengamat menyatakan bahwa dalam suasana kebaruan
gerakan perlindungaa konsumen, Indonesia masih tertinggal dari negara-
negara lainnya, seperti Malaysia dan Singapura. Kenyataan
menunjukkan, walaupun peraturan perundang-undangan secara sporadis
telah mulai terbentuk, tetapi belum dapat menjangkau inti permasalahan.
Kasus-kasuspun bermunculan, korban-korban berjatuhan tanpa kontrol
yang berarti dari sektor yuridis. Konsumen Indonesia dewasa ini

merupakan golongan yang patut dikasthani (miserabilis persona).
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Perkembangan baru di bidang perlindungan konsumen terjadi
setelah pergantian kekuasaan di Indonesia, yaitu munculnya Undang
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perhndungan Konsumen (UUPK)
yang disahkan dan diundangkan pada 20 Agustus 1999. UUPK ini masih
memerlukan waktu satu tahun untuk berlaku efektif. UUPK dihasilkan
dari hak inisiatif DPR yang tidak pemah digunakan sejak Orde Baru
berkuasa pada tahun 1966.

Selain itu, faktor lain yang mendukung ketuarnya UUPK adalah
ratifikasi Agreement Establishing the World Trade Orgeamization melalui
Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1994 yang mewajibkan Indonesia
mengikuti standar-standar hukum yang berlaku dan diterima luas cleh
negar-negara anggota WO, antara lain adaiah perlunya eksistensi
UUPK.

Sikap Pemenntah dan DPR meratifikasi keputusan-keputusan

WTQ dapat dianggap sebagai tonggak sejarah upaya penerapan

perlindungan konsumen secara konsekuen, setidaknya sesuai deugan
Resolusti PBB No. 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen.
Rumusan hak-hak konsumen ini didasarkan pada hasil penelitian

terhadap 25 negara anggota PBB.”? Dalam Resolusi PBB tersebut

** Nasution AZ, Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada
Periindungan Konsumen Indonesia, Postaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 15.
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kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi:

1. perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan
keamanannya;

2. Promosi dan perlindungan dari kepentingan ekonomi so‘sial
konsumen;

3. Tersedianya iformasi yang memadai bagi konsumen untuk
memberikan kemampuan merka dalam melakukan pilihan yang tepat
sesuai dengan kehendak dan kebutubhan pribadi;

4. Pendidikan konsumen;

5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif:

6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi
lain yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi
tersebut untuk menyuarakan pendapainya dalam proses pengamibilan
keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

UUPK sendiri juga telah mengatur hak-hak konsumen pada Pasal

4, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2. Hak untuk memi!gih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesnai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;
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3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang daﬁ/atau
jasa yang digunakan; |
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa pertindungan konsumen secara patut;

6. Hak untuk mendaptkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperiakukan atau dilayani secara benar |[dan jujur serta
itdak diskiiminatif:
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atan jasa yang diterima tidak |sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur daiam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
Dalam  kegiatan bisnis terdapat hubungan | yang saling
membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen. Namun hubungan

yang demikian ini seringkali memunculkan ketidaksetaraan posisi di

antara keduanya.®® Secara umum dan mendasar, hubungan antara pelaku

¥ Konsumen biasanya berada pada posisi tawar (bargaining posjtion) yang lemah
" karena situasi dan kondisi. Hal ini dimanfaatkan oleh pengusaha iSrang secara sosial
ckonomi memiliki posisi lebih kuat untuk mengeksploitasi konsumen.
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usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan
berkesinambungan,

Hubungan tersebut terjadi karena konsumen dan pelaku usaha
saling menghendaki sehingga satu dengan yang,iain saliné tergantung.
Tetapi tingkat persaingan tinggi di kalangan industri menimbulkan
praktek-praktek bisnis yang tidak fair seperti persaingan curang,
monopoli, oligopoli, kartel, pemberian fasilitas dan akumulasi sumber
daya ekonomi di tangan satu atau dua konglomerat, bisnis dan perijinan
vang dilandasi koneksi, suap-menyuap dan lobi yang kental, birokrasi
dan prosedur yang berbelit-belit, lingkungan yang tercemat; hak
konsumen yang tidak terlindungi **

Kepentingan pelaku usaha® adalah memperoleh laba dari transaksi
dengan koosumen, sedangkan kepentingap konsumen  adalah
memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap
produk tertenti. Namun demikian tidak menutup kemungkinan

konsnmen menderita kerugian akibat pemakaian produk yang dinasilkan

* Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek (Buku Kesatu), PT Citra
Adutya Bakti, Bandung, 1996, hal 9.

** Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 1, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan
atau badan :usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
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pelaku usaha, misalnya produk yang tidak memenuhi syarat kesehatan

dan keamanan, atau bahkan membahayakan konsumen.

Menurut hukum, hak dan kewajiban satu pihak terhadap pihak

lainnya lahir dari suatu perjanjian maupun undang-undang. Namun:

biasanya perjanjian tertulis antara konsumen dan pelake usaha sering

tidak dapat ditemukan, sehingga kebanyakan orang hanya berbicara

mengenai pemenuhan kebutuhan dari konsumen yang mempergunakan,
memanfaatkan maupun memakai barang dan/atau jasa yang disediakan
oleh pelaku usaha. >

Berkaitan dengan perjanjian tertulis antara pelaku usaha dengan
konsumen, salah satu ketentuan penting dalam UUPK adalah diatarnya
mengenai ketentuan pencantuman klausula baku. UUPK tampak sekali
ingin melindungi konsumen supaya terhindar dari kiausula baku yang
sifatnya merugikan konsumen. Pada Pasal 18 UUP disebutkan:

1. pelaku usaha dalam menawarkan tarang dan/atau jasa yang d.itujukan
untuk diperdagangkan diiarang membuat atau mencantumkan klausula
baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

% Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Kousumen, PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal 32.
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kembali barang yang dibeli konsumen

. menyatakann bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang

dibeli konsumen

. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan
segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh

konsumen secara angsuran

- mengatur perthal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen

. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangl manfaat jasa

atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek

jual beli jasa

- menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa

aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang
dibuat sepihak olek pelaku wusaha dalam masa konsumen

memanfaatkan jasa yang dibelinya

. menyatakan bahwa konsumen memberi knasa kepada pelaku usaha

untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau
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Bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang
pengungkapanhya sulit dimengerti

3. setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada.
dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaxmana
dimaksud pada butir a dan butir b dinyatakan batal demi hukum

4. pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan
dengan UUPK.

Dengan demikian, klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha
sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK dinyatakan batal demi
hukum, meskipun konsumen telah menyetijuinya dengan cara
menandatangani kiausula baku tersebut.

Sekaiipun UUPK  berupaya melindungi konsumen, pada
kenyataannya konsumen tetap berada di pihak yang lemah apalagi jika
harus berhadapan dengan pelaku usaha berbenttk BUMN atan BIIMD

vang merupakan milik Pemerintah.
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BAB Ii}
DESKRIPSI TENTANG PDAM KOTA SEMARANG

DAN KONSUMEN PDAM KOTA SEMARANG

1

A. GAMBARAN UMUM PDAM KOTA SEMARANG

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang
merupakan  perusahaan milik daerah (Badan Usaha Milik
Daerah/BUMD) yang mempunyai fungsi menyeienggarakan pelayanan
air bersih bagi penduduk kota Semarang dan menjadi satu-satunya
perusab2an yang memproduksi dan mendistribusi air bersih di kota
Semarang.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang dibentuk
sesuai demgan Snrat Edaran Menteri Dalam Negeri No. Ekbang 8/3/11
tanggal 31 Juk 1973 dan No. Ekbang 3/2/43 tanggal 11 Juli 1974 perihal
Perusahaan Air Minum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri No.
BKT 3/i/30 tanggal 30 Maret 1978 yang kemudian ditindaklanjuti
dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
Sejak itu berdirilah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya

Semarang.

73




PDAM Kota Semarang memiliki- sejarah yang panjang dalam
melayani masyarakat Semarang. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda
pada tahun 1911 membentuk perusabaan air minum dengan nama
é}eemente Water Leiding (GWL). Tabun. 1911 s/d 1923, GWL
membangun empat sumber yang kemudian ditambah lagi dengan 2
sumber alam antara tahun 1923 s/d 1932,

Masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 membuat GWL
jatuh ke tangan tentara pendudukan Jepang dan berubah nama menjadi
Semarang Siya Kusyo.

Tahun 1965, berdasarkan SK DPRD No. 48/KEP/DPRD/64,
Semarang Siya Kusyo berubah status menjadi Perudahaan Daerah Air
Minum Kota Praja Semarang dan bergabung dalam Perusahaan Daerah
Kotamadya Semarang (Perdakosem).

Berdasarkan SK Walikota No. 27/10K 175 tanggal 11 Feibuari
1975, PDAM Kota Praja Semarang dipisah dari Perdakosem dan menjadi
Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Tingkat I1 Semarang serta
bertanggungjawab  langsung kepada Walikotamadya. Kemudian
dikukuhkan lagi melalui Perda No. 12 tahun 1978 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat I Semarang
dan Perda No. 7 Tahun 1983 tentang Perubahan untuk Pertama Kali

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12
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Tahun 19:78 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang,.

PDAM Kota Semarang mempunyai 671 orang pegawai dengan
berbagai tingkat pendidiic;m. Debit rata-rata yang dapat diproduksi
PDAM Kota Semarang sebesar 2.146,42 ldetik dengan jumlah
pelanggan aktif 115.779 dan 13.282 pelanggan pasif, Wilayah yang bisa
dilayani mencapai 46,95%.

Kesulitan yang dihadapi oleh PDAM Kota Semarang dalam
memberikan pelayanan distribusi air adalah topografi Kota Semarang
yang bervariasi berupa wilayah pantai, dataran, dan perpukitan mulai
0,75 m dpl hingga 359 m yang tertinggi. Kota Semarang terbagi atas 16
kecamatan dan dihuni oleh sekitar 1,3 jiwa dengan tingkat sosial,
ekonomi dan budaya yang cukup heterogern.’

Selain topografi, persoalan yang dihadapi oleh PDAM Kota
Semarang adalah banyaknya pipa warisan Pemeriatah Kolonial Belanda
yang sudah saatnya diganti, debit air sumber yang makin mengecil di
beberapa sumber air, dan jumlah utang yang telanjur besér sehingga
menyulitkan untuk mengembangkan diri.

Meskipun demikian, PDAM Kota Semarang sendiri berusaha untuk

memaksimalkan pelayanan. Hal ini terlihat dari visi PDAM Kota

! Selayang Pandang PDAM Kota Semarang, PDAM Kota Semarang, April 2004, hat 1.
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Ly

Semarang "Mewujudkan komunitas air bersih yang bertumpu pada air
sebagai sahabat kehidupan”. Sedangkan misinya:

1. Ketersediaan air baku meningkat

2 Kualitas produksi terjaga |
Kontin;iitas pasokan meningkat |

4. Keterjangkauan pelayanan air bersih

5. Komitmen manajemen yang profesional

6. Kontribusi pada PDA dan stakeholder

7. Kemitraan dengan stakeholder .

Air baku PDAM Kota Semarang diperoleh dari
1. mata air
2. air dalam tanah berupa sumur kota dan sumur pegunungan
3. air permukaan (sungai)

Proses untuk menjadi pelanggan PDAM Kota Semarang sederhana,
yaitu hanya dengan mengisi apa yang disebut dengan "Pernyataan Calon
Pelanggan”. Proses inilak yang mengawali hubungan antara konsumen
dengan PDAM Kota Semarang. Petugas PDAM Kota Semarang akan
melakukan survei lokasi calon konsumen. Tika 'rumahnya dilewati
jaringan pipa distribusi, maka konsumen hanya perlu membayar biaya
penyambungan. Sebaliknya, jika rumah konsumen tidak dilewati jaringan

pipa distribusi, petugas PDAM Kota Semarang akan menghitung berapa
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biaya yang harus dibayar konsumen agar pipa distribusi dapat sampai ke
depan rumah konsumen. Jadi selain membayar biaya sambungan,

konsumen juga harus membayar biaya pemasangan pipa distribusi dari

pipa distribusi terdekat sampai ke rumah konsumen. Jika konsumen

menolak atau tidak mampu membayar, maka konsumen tidak dapat
memperoleh sambungan air.

Pembayaran rekening PDAM Kota Semarang dapat dilakukan
mulai tanggal 5 sampai tanggal 25 setiap bulan ustuk pemakaian air pada
bulan sebelumnya. Jika konsuinen terlambat membayar rekening, maka
konsumen akan dikenakan denda sebesar 10% dari jumlah tagihan
rekening yang harus dibayar konsumen. Sedangkan jika keterlarnbatan
teljédi lebik dari satu bulan, sambungan air ke rumah konsumen akan
ditutup.

Pada saat membayar rekening air, konsumen PDAM Kota
Semarang juga diharuskan membayar retribusi sampah yang besarnya
bervariasi, tergantung pada tempat tinggal konsumen yang mendapat
sambungan air dari PDAM Kota Semarang. Bukti pembayaran retribusi
sampah ini menjadi satu dengan lembar bukti pembayaran rekening air.
Selain itu, pada bulan-bulan tertentu, konsumen PDAM Kota Semarang
juga dibebani dana PMI yang harus dibayar bersamaan dengan

pembayaran rekening air dan retribusi sampah.
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PDAM Kota Semarang dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan
dua orang Direktur yaitu Direktur Umum dan Direktur Teknik, PDAM
Kota Semarang mempunyai 671 karyawan dengan status pegawai:>

1. Pegawai Negeri Sipil 8 .orang

2. Pegawai Perusahaan 617 orang
3. Pegawai Honorer 8 orang

4. Pegawai Kontrak 11 orang
5. Calon Pegawai 26 orang

Meskipun dipimpin oieh Direksi, semua keputusan penting seperti
kenaikan tarif ditentukan oleh Walikota Semarang. Walikota Semarang
menempati posisi puncak dalam struktur organisasi PDAM Kota
Semarang, di atas Direktur Utama.” Sementara untuk mengawasi kinerja
direksi termasuk menetapkan kebijaksanaan perusahaan, dibentuk badan
pengawas oleh walikota di mana walikota karena jabatannya menjadi

ketua merangkap anggota.*

2 Ibid hal 6.

3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota Semarang tercantum dalam SK
Walikota Semarang No. 690/225/Th.1989 tanggal 1 Juni 1989, kemudian pada
tanggal 29 Jatuari 2004 berubah sesuai SK Walikota Semarang No. 061.1/15. Opeit,
hal 4.

* Perda Nomor 7 Tahun 1983 tentang Perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat I Semarang Nomor 12 Tahun 1978 tentang Pendirian
Perusahaan Dacrah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Pasat 10
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Tugas utama direksi dicantumkan dalam Perda No.12 Tahun 1978
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah
Tingkgt II Semarang. Pa;da pasal 12 ayat (1) dan (2) dicantumkan bahwa
tugas direksi .adalah m‘elaksanakan pengurusan dan bémbinaan
perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan
Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
Sedankan tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam
aturan yang ditetapl;.an oleh direksi dengan persetujuan badan pengawas.

Sesuai Pasal 14 Perda No. 12 Tahun 1978, penetapan tarif air
minum ditentukan oleh direksi dengan mengingat Pasal 12 di atas. Tetapi
dalam pelaksansannya, direksi mengusulkan tarif kepada walikota
Semarang dan ketentuan tarif air minum dituangkan dalam SK Walikota
Semarang.

B. KONSUMEN PDAM KOTA SEMARANG

Menurut Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999, yang dimaksud sebagai
konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Demikian juga hainya dengan konsumen PDAM Kota Semarang.

Konsumen PDAM Kota Semarang adalah setiap orang yang rumahnya ’
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mempunyai sambungan air melalui pipa distribusi air milik PDAM Kota
Semarang,

Meskipun PDAM Kota Semarang tidak mempunyai rincian
mengenai tingka; sosial ekonomi maupun pendidikan konsumen PDAM
Kota Semarang, tetapi dapat dikatakan konsumen PDAM Kota Semarang
meliputi semua strata sosial ekonomi dan berbagai tingkat pendidikan,
dan semuanya tinggal di Kota Semarang.

Secara geografis, Semarang terletak di pantai utara Provinsi Jawa
Tengah sekaligus menjadi ibukota Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar
penduduknya adalah suku Yawa ditambah suku-suku lain yang minoritas
seperti Batak, Tionghoa, Arab, India, dan sebagainya. Sekalipun
memiliki ras keturunan bukan Jawa, pada kenyataanuya sikap dan
perilaku suku minoritas di Semarang tidak berbeda jauh dengan orang
Jawa. Budaya-budaya suku selain Jawa yang tetap diperiabankan oleh
sebagian suku minoritas tidak bisa menjadi pembeda sifat dari sifat orang
Jawa. Bahkan banyak di antara mereka ikut serta menggunakan bahasa
Jawa untuk bercakap-cakap. Dengan demikian membicarakan konsumen
PDAM Kota Semarang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Kota
Semarang yang merupakan bagian dari orang Jawa.

Sifat-sifat suatu masyarakat dipeng@m oleh kebudayaan yang

dianut oleh masyarakat tersebut. Karena masyarakat Semarang menjadi
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bagian dari kebudayaan Jawa, maka konsumen PDAM Kota Semarang
juga menjadi bagian kebudayaan Jawa juga.

Dalam pergaulan hidup maupun dalam hubungan sosial sehari-hari,
orang Jawa berbahasa Jawa.’ Pada waktu mengucapkan bahasa daerah
ini, seseorang harus memperhatikan dan membeda-bedakan keadaan
orang yang diajak bicara atau yang sedang dibicarakan, berdasarkan usia
maupun status sosialnya.’

Pada umumnya ada dua macam bahasa Jawa yang digunakan orang
Semarang untuk berkomunikasi dengan sesamanyz, vaitu Jawa Ngoko
dan Krama. Bahasa Jawa Ngoko digunakan untuk orang yang sudah
dikenal akrab, terhadap orang yang lebih muda usianya, dan lebih rendah
derajat atau status sosialnya. Sebéliknya, bahasa Jawa Krama digunakan
untuk berbicara dengan orang yang belum dikeral akrab tetapi masih
sebaya baik dalam umur maupun derajat, dan terhadap orang yang lebih
tinggi umur serta status sosialnya. Demikian kuatnya pemakaian bahasa
jawa ini sering membingungkan orang-orang dari daerah lain yang

datang ke Semarang karena tidak mengerti bahasa Jawa.’

* Meskipun Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam pemerintahan, perusahaan,
dan pendidikan, dalam bekerja sehari-hari bahasa Jawa tetap digunakan di antara para
pegawai maupun para pendidik.

¢ Kodiran, Kebudayaan Jawa dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di
Indonesia, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1999, hal 329,

7 Staf Rektorat Universitas Diponegoro meminta tamu yang hendak bertemu Rektor
untuk memumggn dengan bahasa Jawa: “Monggo pinarak.” dan bukan dengan
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Dalam masyarakat Jawa, orang masih membeda-bedakan antara
golongan privayi yang terdiri dari pegawai negeri dan kaum terpelajar,
dengan orang kebanyakan yang dis\ebut wong cilik seperti petani, tukang,
dan pekerja kasar lainnya. Di‘samping kedua golongan tersebu;, masih
ada satu golongan lagi yang disebut bendara yang merupakan keluarga
kraton dan keturunan bangsawan. Dari ketiga golongan irang dibuat
berdasarkan gengsi-gengsi itu, kaum privayi dan bendara menempati
lapisan atas, sedangkan wong cilit di bawahnya.

Secara administratif, Kota Semarang dipimpin oleh seorang
walikota sebagai unsur eksekutif dan DPRD Kota Semarang sebagai
unsur legislatif. Seluruh kebijaksanaan yang dibuat oleh Pemerintah Kota
Semarang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang
dibahas bersama antara eksekuiif dan legislatif. Sedangkan pelaksanaan
kebijaksanaan dilakukan cleh walikota melalui Surat Kepuotusan (SK).

Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan yang masing-masing
dipimapin oleh seorang Kepala Wilayah Kecamatar atau Camat yang
membawahi kelurahan-kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh
Kepala Kelurahan atau Lurah. Sedangkan Kelurahan dibagi-bagi menjadi
beberapa Rukun Warga (RW) yang terdiri dari Rukun-rukun Tetangga

(RT). Berbeda dengan Camat dan Lurah yang menjadi Pegawai Negeri

“Silakan duduk. ” Hal yang sama juga dilakukan olch para dosen dan mahasiswa yang
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Sipil Pemerintah Kota Semarang, Ketna RW maupun Ketua RT bekerja
secara sukarela, dipilih oleh warga setempat dan tidak mendapatkan gaji.

Secara demografis, sebagian besar : pénduduk Kota Semarang
bertempat tirfggal di tengah kota sebag;ii bagiar; dari masyarakat
perkotaan. Mereka terdiri dari berbagai strata sosial dan tinggal di
berbagai macam pemukiman mulai dari rumah tingkat di jalan protokol
hingga di kolong jembatan. Di antara mereka ada yang bermukim di
kompiek-komplek perumahan sesuai dengan tingkat status sosial
ekonominya. Selain masyarakat perkotaan, penduduk Semarang sebagian
juga merupakan masyarakat petani dan nelayan yang daerahnya menjadi
daerah pemekaran kota Semarang,®

Agama Islam pada umumnya berkembang baik di kalangan
m_asyarakat orang Jawa.” Hal ini terlihat dari makin banyaknya masjid
yang didirikan di lingkungan orany Jawa. Meskipun begitu, tidak semusa

orang Islam'® beribadat menmurut agama Islam, sehingga kemudian

sama-saimna suku Jawa,

® Daerah tersebut adalah Kecamatan Gunungpati dan Mijen untuk dacrab pertanian,
serta Kecamatan Tugu yang merupakan daerah tambak dan pantai.

g Kodxran, Kebudayaan Jawa dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di
Indonesia, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1999, hal 346.

'° Yang dimaksud orang Islam di sini adalah orang fawa yang mengaku Islam dan
dibuktikan dalam XTP yang dimilikinya.
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dibedakan menjadi Islam santri dan Isiam kejawen.'' Selain itu masih ada
orang-orang Jawa yang memeluk agama-agama lain seperti Nasrani,
Hindu, Budha.

Sebutan sann"i; diberikarll kepada orang Islam yang menjalankan
ajaran-ajaran agama Islam, sedangkan kejawen digunakan untuk
menyebut orang Islam yang tidak menjalankan ajaran-ajaran agama
Islam. Golongan kejawen ini tidak menjalankan salat, tidak puasa, serta
tidak bercita-cita naik haji. Tuhan mereka sebut dengap Gusti Allah dan
Nabi Muhammad disebut dengan Kangjeng Nabi. Namun demikian
golongan Islam kejawen ini tidak meninggalkan kewajiban zakat.

Kebanyakan orang Jawa percaya bahwa hidup manusia di dunia ini
sudah diatur dalam alam semesta, sehingga iidak sedikit mereka yang
bersikap nerima, yaitve menyerahkan diri kepada takdir. Pada prinsipnya,
manusia tidak bisa terlepas dari unsur lainnya yang ada di alam jagad.
Jadi jika ada unsur lainnya itu mengalami kesukaran, maka manusia akan
ikut menderita juga. Di samping itu, orang Jawa juga percaya bahwa
perlakuan buruk yang dilakukan oleh orang lain akan mendapat balasan
dari Tuhan, sehingga orang Jawa merasa tidak perhu bertindak sendiri

untuk membalasnya.

" Kodiran, Kebudayaan Jawa dalam Koentjaraningrat, Manusia dar: Kebudayaan di
Indonesia, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1999, hal 346.

84




Konsumen PDAM Kota Semarang pada umumnya juga memiliki
sifat yang sama dengan orang Jawa, terutama sikap nerima. Kebanyakan
konsumen PDAM Kota Semarang menerima semua perlakuan PDAM
Kota Sefnarang. Selain karena khawatir sambungan airnya diputué,
konsumen juga merasa bahwa kekurang air suplai PDAM Kota Semarang
adalah bagian dari takdir. Karena itu konsumen tidak protes dan memilih
membeit air dari pihak ketiga untuk mengganti air yang seharusnya
diberikan oleh PDAM Kota Semarang.*?

Niat konsumen untuk berhubungan dengan PDAM Kota Semarang
didasari keinginan yang didorong oieh kebutuhan air untuk hidup sehari-
hari seperti untuk minum, memasak, mencuci, dan sebaginya. Sedangkan
biaya untuk metnperoleh air dengan cara membuat sumur sendiri sangat
mahal dan tidak refjangkau.

Pelaku usaha selalu berusaha wmendekati konsumen uniuk
memperkenalkan produknya, sekaligus berusaha menarik konsumen
untuk membeli dan menggunakan produknya. Tetapi untuk PDAM Kota
Semarang hal ini tidak perlu dilakukan. Sebagai satu-satunya perusahaan

penyalur air, PDAM Kota Semarang tidak perlu melakukan promost

'? Wawancara dengan Heriyanto, konspmen PDAM Kota Semarang.

13 Kesulitan memperoleh air dialami oleh penduduk Semarang yang tinggal di daerah
selatan kota Semarang yang berbukit-bukit sehingga untuk mendapatkan air harus
membuat sumur bor dengan kedalaman 180 meter, dengan biaya sekitar Rp 150 juta.
‘Wawancara dengan Muhtarom, konsumen PDAM Kota Semarang.
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untuk menarik konsumen. Konsumen lah yang mendatangi PDAM Kota
Semarang untuk meminta sambungan air. Harapan yang ada di benak
konsumen adalah dengan adanya sambungan air PDAM Kpta. Semarang,
kebutuhan seharihari akan air bersih dapat térpem;hi. | l

Didorong oleh keinginan untuk memperoleh air bersih, konsumen
secara prinsip bersedia membayar berapa pun asal terjangkau.' Pada saat
terjadi gangguan pasokan air, peristiwa ini hanya menjadi pembicaraan di
antara para konsumen yang mengalami hal yang sama, tanpa adanya
upaya untuk mengambil tindakan secara bersama-sama agar PDAM Kota
Semarang lebih memberi perhatian untuk segera mengatasi gangguan itu
dan agar gangguan itu tidak terulang lagi.

Mempersatukan konsumen PDAM Kota Semarang dalam suatu
wadah orgenisasi uniuk menyeimbangkan posisi tawar konsumen
terhadap PDAM Kota Semarang, juga menjadi pekerjaan yang tidak
mudah. Untuk mengelola suatu organisasi konsumen seperti ini
memerlukan pemimpin yang akiif, tidak hanya memiliki pendidikan yang
memadai, tefapi juga harus aktif dan kreatif. Pada kenyataannya, tidak

ada suatu inisiatif yang muncul untuk membentuk organisasi konsumen

PDAM Kota Semarang, meskipun di antara konsumen PDAM Kota

' Beberapa konsumen membayar hingga Rp 5 juta untuk mendapatkan sambungan air
dari PDAM Kota Semarang karena harus membiayai pembangunan jaringan pipa air,
Jaringan pipa air ini kemudian harus diserahkan kepada PDAM Kota Semarang.
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Semarang terdapat individu-individu yang berpendidikan doktor dari luar

negeri yang sadar betul hak-haknya sebagai konsumen. Para doktor ini

. lebih memilih mengalah dari pada harus berhadapan dengan PDAM Kota

Semarang. Padahal, keberadaan organisasi ini sangat penting agar dapat
melakukan  partisipasi dalam pembuatan kebijaksanaan  yang
berhubungan dengan kinerja PDAM Kota Semarang.

Dart uraian tersebut semakin jelas sikap dan perilaku konsumen
PDAM Kota Semarang dalam menghadapi pelayanan PDAM Kota
Semarang yang tidak memuaskan. Sikap dan perilaku konsumen ini
adatah:

1. terlalu nerima dan bersikap pasif.

2. Tidak adanya organisasi konsumen PDAM Kota Semarang yang
dapat digunakan sebagai alat untuk menyeimbangkan posisi tawar
konsumen saat berhadapan dengan PDAM Kota Semarang.

3. Tidak adanya konsumen yang mempunyai jiwa pemimpin untuk
memulai inisiatif mempersatukan konsumen PDAM Koia Semarang

yang mengalami pelayanan buruk dari PDAM Kota Semarang.
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BAB IV
BUDAYA HUKUM DAN PEMBERDAYAAN

! KONSUMEN PDAM KOTA SEMARANG

A. KONSUMEN LEMAH DAN TIDAK BERDAYA

PDAM Kota Semarang dikenal sebagai salah satu Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) yang memiliki pelayanan buruk kepada
konsumen. Konsumen menganggap PDAM Kota Semarang memberikan
pelayapan buruk sebab pelayanannya tidak sesuai dengan harapan
konsumen. Konsumen selalu mempunyai harapan untuk menerima air

dengan kualitas dan kuantitas yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-

hari. Karena tidak mampu memberikan apa vang diharapkan

konsumennya, PDAM Kota Semarang tidak bisa memberikan kepuasan'

kepada pelanggannya. Padahal, kepuasan pelanggan hanya bisa terpenuhi

jika produk/jasa memenuhi/melampaui harapan pelanggan.’
Contch-contoh yeng diberikan oleh konsumen atas pelayanan

buruk yang dilakukan PDAM Kota Semarang adalah:

! Sebuah perusahaan akan selali berupaya menjaga agar konsumen tidak pergi
meninggalkan produk perusahaan dengan cara selalu menjaga kepuasan konsumen.

2 Richard F Gerson, Mengukur Kepuasan Pelanggan, PPM, Jakarta, 2004, hal 5,
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a. air tidak mengalir atau mengalir tetapi tidak dapat memenuhi
kebutuhan air konsumen atau mengalir tetapi tidak memenuhi syarat
_kebersihan air.

b. rekening yang tidak dapat dipercava konsumen (air tidak ‘mengalir
tetapi tetap ditarik rekening, rekening terlalu besar, atau tagihan

rekening beberapa tahun yang lalu).

¢. pengaduan yang tidak diperhatikan

d. punguten yang ditarik bersama rekening (retribusi kebersihan, PMI)

e. ketidakadilan disiribusi air (di suaiu daerah/tempat air mengahir
melimpah, di daerab/tempat lain sedikit atan sama seckali tidak
mengalir)

f. penetapan tarif yang sewenang-wenang.

Meski mendapatkan pelayanan buruk, konsumen tidak pernah bisa
atau tidak berdaya dalam melakukan tuntutan agar hak-haknya dipenuhi
PDAM Kota Semarang,

Lemahnya konsumen dan ketidakberdayaan konsumen pada saat
menuntut haknya akibat pelayanan vang buruk oleh pihak PDAM Kota

Semarang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
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. Konsumen tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai

Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Sebenarnya ada dua tipe konsumen PDAM Kota Semarang. Yang
pertama, konsumen iPDAM Kota Semarang yang tidai.c mengetahui
bahwa sebagai konsumen mempunyai hak-hak vang dilindungi oleh
Undang Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen tidak tahu jika
dirinya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh produsen
(PDAM Kota Semarang) disebabkan oleh ketidaktahuan konsumen
mengenai UUPK.

Konsumen golongan ini sadar bahwa dalam hubungan konsumen-
produsen, konsumen banyak dirugikan. Tetapi, karena menganggap
tidak ada peraturan vang memungkinkan konsumen meminta
pemenuhan hak dari PDAM Kota Semarang, korsumen lebih banyak
mengalah. Satu-satunya jalan jika merasa dirugikan hanyalah
meiakukan pengaduan ke kantor PDAM Kota Semarang vang lebih
banyak tidak ada gunanya kecuali menjadi catatan PDAM Kota
Semarang.

Konsumen tipe ini beranggapan bahwa berhadapan dengan
PDAM Kota Semarang sama dengan berhadapan dengan Pemerintah.
Menurut konsumen tipe pertama ini, tipis kemungkinannya bisa

dipenuhi harapannya jika berhadapan dengan Pemerintah, karena



Pemerintah sangat kuat dan sangat mudah menindas konsumen
sebagai rakyat biasa. Dalam anggapannya juga, yang bisa dipenuhi
harapannya oleh PDAM Kota Semaraqg adalah para pejabat
i Pemerintah atau konsumen yang dekat dengan pejabat Pemerintah.:

Tiﬁe kedua dari konsumen PDAM Kota Semarang adalah
konsumen yang mengetahui bahwa hak-hak konsumen dilindungi
undang-undang. Tetapi, meskipun mengetahui jika hak-haknya
sebagai konsumen dilindungi oleh undang-undang konsumen tipe
kedua ini juga tidak mengetahui secara persis bagaimana undang-
undang mengatur perlindungan hak konsumen.

Tipe kedua ini yang paling sering melakukan peéngaduan ke
kantor PDAM Kota Semarang dengan sifat untung-untungan.
Diperhatikan syukur, tidak diapa-apakan juga apa boleh buat. Kadang-
kadang untuk menarik perhatian pegawai PDAM Kota Semarang,
konsumen tipe ini bisa melakukan berkali-kali pengaduan sehingga
sering dianggap membosankan oieh pegawai PDAM Kota Semarang.

Konsumen tipe kedua ini mempunyai pendapat yang hampir sama
dengan konsumen tipe pertama. Hanya pejabat Pemerintah atau
konsumen yang dekat dengan pejabat Pemerintah vang dipenuhi
haknya. Bahkan bukan rahasia lagi jika aliran air PDAM Kota

Semarang di rumah pejabat Pemerintah dan rumah-mmah sekitarnya
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melimpah dan jernih. Meskipun demikian, dengan mengadu berkali-

kali,' beberapa konsumen berhasil mendapatkan haknya. Pola inilah

b vang digunakan konsumen tipe. kedua dalam meminta pemenuhan hak
| oleh PDAM Kota Semarang. ' 1
Konsumen tipe pertama maupun kedua beranggapan bahwa satu-
satunya penyelesaian kerugian yang paling mungkin adalah melalui
peﬁgadilanS. Dalam anggapan mereka juga, berperkara di pengadilan
tidak sepadan dengan hasil yang diperoleh. Selain kehilangan banyak
wakie untuk bersidang, mereka juga akan kehilangan uang untuk
membayar pengacara dan biaya-biava lain yang sulit untuk dipenuhi.
Sebaliknya, PDAM Kota Semarang sama sekali tidak kesulitan soal

tersebut. D1 samping itu, mereka juga bervendapat bahwa untuk

memenangkan perkara di pengadilan sangat sulit karena hakim akan
berpthak kepada PDAM Kota Semarang sebagai perusahaan
Pemerintah. Tetapi yang paling utama adalah konsumen tidak tahu

harus mutai dart mana uatuk menuntut hak.

* Konsumen tidak mengetahui babwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan
produsen dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
yang seluruh operasionalnya dibiayai Pemerintab, dan hasilnya mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat konsumen dan pelaku usaha.
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Ketidaktahuan konsumen terhadap keberadaan UUPK ini
sebenarnya disebabkan kurangnya Pemerintah mensosialisasikan
undang-undang ini kepada masyarakat baik melalui penyuluhan
maupun penyebariuasan i;lformasi melalui media massa. | Selama ini
yang paling sering dilakukan oleh Pemerintah adalah mengembangkan
industri tetapi tidak dibarengi dengan sosialisasi perlindungan
konsumen yang seharusnya menjadi tanggungjawab industri
Akibatnya, aspek perlindungan konsumen tidak cukup mendapat

perhatian dari para pengusaha industri.

. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mempunyai posisi tawar atan

kedudukan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan. posisi atau
kedudukan konsumen.

Usaha PDAM Kota Semarang yang bersifai monopoli mnenjadikan
konsumen sangat bergantung pada PDAM Kota Semarang. Tidak
adanya pesaing menyebabkan PDAM Kota Semarang sangat kuat

dalam posisi tawar dibandingkan konsumen. Upaya yang dilakukan

konsumen untuk memperoleh hak sering mentah saat pegawai PDAM

Kota Semarang mengatakan: “Jika tidak mau, tidak usah jadi
pelanggan.”
Karena posisi vang demikian inilah, maka PDAM dapat

membuat aturan-aturan yang ditetapkan secara sepihak tanpa
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melibatkan pihak konsumen, sehingga dalam menetapkan isi-isi
perjanjian pihak PDAM sedapat mungkin berusaha menguntungkan
dirt sendiri dan sejauh mungkin akan menghindari ‘atéu bahkan
meliﬁpahkan tanggung jawab kepada pihak konwmén. Perjalﬁian
tecantum dalam bentuk pernyataan yang tercantum dalam formulir
Surat Permohonan Langganan yang isinya antara lain mengharuskan
konsumen mematuhi semua ketentuan yang dibuat PDAM Kota
Semarang, termasuk tarif. Pernyataan yang sebenarnya merupakan
bentuk perjanjian eksenorasi® itu tidak satupun yang memuat
kemungkinan konsumen mengajukan klaim jika mengalami kerugian.

. PDAM Kota Semarang mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa.
Ketika berlangsung upaya penyelesaian sengketa dengan jalur
- mediasi, pihak pelaku usaha (PDAM) pada umumnya hanya diwakili
oleh staf atau bagian tertentu yang bertindak untuk dan atas nama
perusahaan. Ketika penyelesaian seﬁgketa telah merdekati final dan
konsumen memintut ganti kerugian, wakil perusahaan tersebut tidak
berani memutus atau mengambil tindakan langsung walaupun ia

bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

* Klausula eksenorasi {exemption clause) adalah klausula yang mengandung kondisi
membatasi, atau bahkan menghapus sama sckali tanggungjawab yang semestinya
dibcbankan kepada pihak produsen/penyalur produk (pemjual). Shidarta, Hukum
Pelrindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000, ha} 120.
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Biasanya staf ini akan minta waktu dengan alasan bahwa tuntutan
konsumen akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan atasan. Inilah
yang membuat wal;tu penyelesaian sengketa menjadi mundﬁr dan
bertele-tele. Bahkan setelah menunggu lama, tuntutan itu tidak
disetujui sehingga penyelesaian harus mulai dari awal lagi. Tidak
jarang, staf yang melakukan perundingan diganti oleh orang lain yang
tidak tahu sama sekali perkembangan perundingan sehingga harus

mempelajari kembali sengketa yang terjadi.’

. Kurang berperannya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
{LPKSM) vang drharapken meniadi miira Pemerintah dalam
mensosialisasikan dan menerapkan UUPK, perannya belum sesuat
dengan harapan. LPKSM yang seharusnya mampu menjadi “corong”
konsumen, selama ini belum menampakkan perannya seperti vang
dituntut oleh undang-undang. Seharusnya, LPKSM bersama
Pemerintah dan masyarakat ikut melaksanakan pengawasan
perlindungan konsumen dalam rangka membela kepentingan

konsumen.

* Wawancara dengan Drs. Ngargono, Ketua LP2K Semarang.
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Keterbatasan dana merupakan kendala utama bagi LPKSM untuk
melakukan tugas-tugasnya. Pemerintah selama ini juga tidak pernah
memberikan bantuan dana bagf LPKSM agar kinerjanya bertambah
bail;c. Di samping itu jika tersedia dana, dari bebefapa perusahaan,
LPKSM enggan menerimanya karena seringkali diikuti dengan
kesepakatan-kesepakatan yang merugikan konsumen. Selain itu,
LPKSM juga tidak mau dicurigai melakukan kolusi dengan
Pemerintah dan pengusaba untuk selalu mengalahkan konsumen.®

Keberadaan LPKSM juga tidak banyak dikenal oleh masyarakat.
Kalaupun dikenal, masyarakat juga tidak mengetahui dimana alamat
LPKSM tersebut.” Bahkan jika mengetahui alamatnya, masyarakat
juga tidak mengerti peran LPKSM dalam hubungan konsumen-

produsen

® Dana LPKSM sclama ini diperoleh dari kantong pribadi pengurus LPKSM. Bantuan
dari Pemerintah selama ini hanya berupa pemberian pekerjaan proyek penelitian
kepada LPKSM yang keuntungannya digunakan untuk kegiatan LPKSM. Bahkan
dana pene¢litian ini tidak diterima seluruhnya karena selain dipotong pajak, dana
tersebut juga dipotong oleh cknum aparat Pemerintah. LPKSM. Wawancama dengan
Ngargono, Ketua LP2K Semarang

7 Selama 16 tabun sejak berdirinya, salah satu LPKSM yaitu LP2K, hanya beberapa
puluh saja konsumen PDAM Kota Semarang yang mengadukan masalahnya. Padahal
hampir setiap hari media massa mermuat keluhan pelayanan PDAM Kota Semarang.
Kasus-kasus yang lain juga tidak berbeda, hanya beberapa yang masuk ke LP2K.
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Hal-hal inilah yang membuat konsumen bersifat pasrah, menerima
apa adanya, apatis dan tidai; berdaya. Ketidakberdayaan konsumen dalam
menghadapi pglaku usziiha itu sebenarnya juga disebabkan oleh status
sosial ekonomi konsumen yang pada umumnya berada dibawah pelaku
usaha. Untuk menuntut haknya, konsumen harus berusaha keras
menghabiskan banyak tenaga dan biaya.‘Hal ini tidak dialami oleh
PDAM Kota Semarang sebagai institusi yang mempunyai banyak
karyawan dan dibiayai cukup vntuk menghadapi tuatutan konsumen,
termasuk jika harus berhadapan dengan konsumen di pengadilan.

Kedudukan konsumen-produsen yang seharusuya seimbang
fernyata tidak teriadi dalam hubungan konsumen-PDAM Kota Semarang.
Konsumen PDAM Kota Semarang tidak pernah biza menuntut hak-
haknya sebagai konsumen yang seharusnya diberikan oleh PDAM Kota
Semarang. Padahal, lalirnya UUPK ini sebenarnya secara mendasar
memberikan keseimbangan dalam kedudukan pelaku usaha (produsen)
dengan konsumen.®

Konsumen tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima semua
keputusan PDAM Kota Semarang, baik dalam soal pelayanan maupun

tarif. Padahal, meskipun berorientast pada profit, PDAM Kota Semarang

® Sri Redjeki Hartono, Tinjauan Yuridis Undang Undang Perlindungan Konsumen,
Makalah Seminar Sehari *Undang Undang Perlindungan Konsumen Tantangan atau
Ancaman, 5 Mei 2004.
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sebagaimana halnya BUMN/BUMD yang lain tujuannya lebih banyak
diarahkan pada usaha untuk memakmurkan rakyat.’

Dalam hal ini telah terjadi penyimpangan tujuan pembentukan
PDAM Kota Semarang sebagai BUMD. Disadari atau tidak, kondisi yang
ada pada saat ini adalah PDAM Kota Semarang menempatkan kosumen
sebagai pihak yang dieksploitir tanpa mempunyai kesempatan untuk
membela diri, sekaligus menempatkan PDAM Kota Semarang sebagai
pihak yang selalu benar dalam hubungan produsen-konsumen.

B. BUDAYA HUKUM KONSUMEN PDAM KOTA SEMARANG

Aspek hukum hubungan konsumen dengan PDAM Kota Semarang
ternyata tidak begitu diperhatikan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari
seat konsumen menandatangani perjanjian baku (standard coﬁtmcz)
dalam bentuk pernyataan calon pelanggan' vang disodorkan pihak
PDAM Kota Semarang. Konsumen tidak membaca butir-butir perjanjian

langganan air PDAM Kota Semarang dan langsung menandatanganinya

° T Mulya Lubis, Perusahaan Negara dan Keterlibatannya dalam Perekonomian
Indonesia, dalam T Mulya Lubis, Hukum dan Ekonomi, Sinar Harapan, Jakarta, hal
70.

10 pernyataan calon konsumen PDAM Kota Semarang tercantum dalam formulir Surat
Permohonan Menjadi Langganan (SPL). Di antara butir-butir pernyataan tersebut di
antaranya berbunyi ”7.6. Berjanji akan mematuhi segala ketentnan dan peratran yang
berkeku serta tarif yang ditentukan oleh PDAM Semarang....” Bahkan permyataan
tersebut juga memaksa konsumen mesubiayai investasi PDAM Kota Semarang dalam
bentuk pembangunan jaringan tanpa mendapatkan imbal balik dari investasi yang
telah ditanamkan tersebut. Sedangkan jaringan yang telah dibiayai konsumen tersebat
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dengan harapan mendapatkan air yang dipasok oleh PDAM Xota
Semarang. Jika sempat mempelajarinya, konsumen tidak mempunyai
cara qntuk mengubah isi perjanjian itu. Konsumen hanya mempunyai dua
pilihan yaitu rr;enerima atau menolak. Menerima berarti menyerahkan
seluruh hak kepada PDAM Kota Semarang dan menerima
tanggungjawab yang dibebankan PDAM Kota Semarang kepada
konsumen. Sedangkan jika menolak berarti tidak mendapat pasokan air
dari PDAM Kota Semarang.

- Pada saat terjadi perselisithan dengan konsumen, PDAM Kota
Semarang menggunakan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut untuk
menekan konsumen. Padahal, perjanjian tersebut jelas-jelas
menguntungkan PDAM Kota Semarang tanpa memberikan celah kepada
konsumen untuk mendapatkan hak-haknya yang secara normai'! harus
diberikan,

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian standar itu
bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab,
tertebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, di mana kepentingan

masyarakat yang harus didahulukan. Dalam perjanjian  standar,

menjadi milik PDAM Kota Semarang dan tidak dikembalikan lagi meskipun
konsumen tidak lagi menjadi pelanggan.

! Dalam keadaan normal, dengan kedudukan konsumen-produsen yang seimbang,

PDAM Kota Semarang sebagai produsen scharusnya memproduksi dan menjual air
sesuai dengan baku mutu air minum dalam jumlah yang cukup.
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kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang

didominasi oleh pelaku usaha membuka peluang luas bagi pelaku usaha

untuk menyalahgunakan kedudukannya. Menmurut Mariam, perjanjian .

standar ini éidak boleh dibiarkan tumbuh secara liér dan karena itu perlu
ditertibkan.'?

Sluitjter bahkan menyebut perjanjian standar bukan perjanjian.
Alasannya, kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalab seperti
pembentvk undang-undang swasta (legio particuliere weigever). Syarat-
syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah undang-
undang, bukan perjanjian. Sementara Pitlo mengatakannya sebagai
perjanjian paksa (dwang comtract).® Mariam mengusulkan agar
Pemerintah campur tangan dalam pembuatan perjanjian baku.

Pengetahuan tenrang hukum perlindungan konsumen yang rendah
dar: konsumen merupakan cermin bahwa konsumen enggan mempelajari
neraturan-peraturan yang menyangkut perlindungan konsuinen. Bahkan

dalam ketidakpuasan pelayanan PDAM Kota Semarang, konsumen tidak

berusaha mencari peraturan yang memungkinkan dirinya memenangkan

12 Mariam Darus Badrulzaman, dneka Hukum Bisris, Alumni, Bandung, 1994, hal 54,

'3 Beberapa ahli hukum menolak perjanjian baku sebagai perjanjian karena secara
teoretis yuridis tidak memenuhi syarat undang-undang. Namun dalam kenyataannya
kebutuhan masyarakat berlawananan dengan keinginan hukum.
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argumentasi dengan PDAM Kota Semarang atau bahkan memaksa
manajemen PDAM Kota Semarang memenuhi tuntutannya,**

Usaha konsumen untuk mendapatkan hak hanya terbatas pada
pengaduan kepada pegawai PDAM Kotia Semarang iyang melayani
pengaduan pelanggan. Konsumen tidak berusaha lebih jauh untuk
mengadu kepada pegawai di tingkat pengambil keputusan. Akibatnya,
konsumen harus menunggu-nunggu penanganan masalalinya. Sedangkan
pegawai yang melayani tidak dapat berbuat apa-apa.

Sifat enggan melakukan konfrontasi atéu lebik suka menghindari
konflik juga merupakan salah satu sebab konsumen enggan meneruskan
tuntutanmya. Bahkan beberapa konsumen lebih memilih mengeluarkan
sejumlah vang asal mendapatkan pelayanan yang diinginkan. Pada
beberapa kasus, air PDAM Kota Semarang mengalir lancar ke rumah
konsumen setelah konsumen memberikan sejumlah uang tanpa kuitansi
kepada petugas PDAM Kota Semarang yang bersedia "membantu”."

Keenggan konsumen untuk melakukan tindakan hukum guna

melindungi hak mereka tidak terlepas dari budaya yang melingkupi

* Dengan memiliki pengetahuan, meskipun hanya sedikit, setidaknya membuat
konsumen tahu harus kemana untuk mencari perlindungan.

1 Wawancara dengan Mulyono dan Imam Syafii, pelanggan PDAM Kota Semarang.
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masyarakat, termasuk di dalamnya budaya hukum masyarakat dimana
konsumen berada di dalamnya.®

Konsumen PDAM Kota S;emh.rang merupakan ibagianl dari
penduduk Kota Semaranig yang masih sangat lekat dengan budaya Jawa.
Dalam konsteks budaya Jawa, seseorang ditabukan untuk memberikan
kritik secara terbuka, menuntut hak secara terang-terangan. Untuk
menyampaikan keinginan, orang Jawa menggunakan makna simbolik,
lgbih-lebih jika berhadapan dengan penguasa. Bahkan kebanyakan orang
Jawa percaya bahwa hidup manusia di dunia ini sudah diatur dalam alam
semesta, sehingga tidak sedikit dari mereka yang bersikap nerima, yaitu
menyerzhkan diri kepada takdir."”

Pemmpin/penguasa  berlatar-belakang Jawa juga merasa
kekuasaannya terancam jika rakyat mulai mengkritik kebijaksanaannya.
Balikan yang paling ditakutkan adalah rasa malu akibat diperianyakan

tindakannya. Akibatnya-, dengan segala macam cara, ia berusaha

menindas siapa pun yang tidak sependapat dengannya. -

' Lawrence M. Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-
nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap
dan nilai-pilai vang memberikan pengarvh positif maupun negatif kepada tingkah
laku yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum menentukan bagaimana sistern
hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat
umum. Budaya hukum akan menentukan bagaimana seharusnya hukum beriaku
dalam masyarakat.

17 Kodiran, Kebudayaan Jawa dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di
Indonesia, Penerbit Jambatan, hal 350,
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Kondisi yang sama terjadi pada hubungan konsumen dengan
PDAM Kota Semarang. PDAM Kota Semarang sebagai institusi yang
‘ dimiliki Pemerintah Kota Semarang (dalam hal ini eksekutif) memiliki
sifat yang sama dengar; eksekutif. Dengan berlindung d1 balik perjanjian
eksenorasi, institusi ini selalu berusaha mengelak dari kewajiban untuk
memenuhi hak-hak konsumen.'® Sebaliknya, dengan sifat-sifat berlatar
belakang tudaya Jawa, konsumen merasa kurang pada tempatnya untuk
melakukan tuntutan secara terbuka, sehingga lebih suka menyelesaikan
perselisihan secara kekeluargaan. Sedangkan jika tidak terselesaikan,
konsumen memilih pasrah menerima keadaan. Tindakan paling jauh yang
dilakukan adalah mengadukan masalah yang dialami kepada LPKSM
dengan harapan LPKSM vyang berhadapan dengan PDAM Kota
Semarang. Jadi dalam hal ini, kensumen memilih menghindart koniflik
secara langsung dengan PDAM Kota Semarang.

Budaya hukum menuntut perselisihan diéelesaikan oleh institusi
hukum. Selain karena didorong oleh kepentingan, keinginan penyelesaian
seperti ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ide, sikap,

keyakinan, harapan dan pendapat mengenai hukum, '

'8 Kebijaksanaan PDAM Kota Semarang, tetmasuk dalam penentuan tarif ditentukan
seperulinya oleh SK Walikota dan buksn dengan Perda yang pembuatannya
melibatkan legislatif.

1% Satjipto Rahardjo, imu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 154,
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Tidak adanya perselisihan konsumen-PDAM Kota Semarang yang
diselesaikan sesu_ai dengan peraturan perundang-undangan menunjukkan

bahwa budaya hukum konsumen belum sesuai dengan hukum yang

" berlaku. Bagi konsumen, hukum merupakan sesuatu yang. sangat mahal

dan selalu berpihak kepada penguasa.’’

Dalam teori budaya hukum, sistem hukum yang beroperasi
berisikan tiga komponen.?' Pertama, komponen struktural, yaitu bagian-
bagian yang bergerak di daiam suatu mekanisme, misalnya pengadilan.
Struktur pengadilan berupa makkamah hakim yang bersidang di tempat
tertentn, pda wakiu tertentu, dengan jumlah anggota tertentu, dan
batasan-batasan yurisdiksi ang telah ditentukan.

Kedua, komponen subsiansi, vaitu hasil aktual yang diterbitkan
oleh sistem hukum. Misalnya, apa yang nyata-nyata diucapkan dan
diperbuat oleh hakim, termasuk ketentuan dan aturan-aturan hukum yang
meliputi kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Setiup keputusan
adalah produk substantif dari sistem hukum. Struktur dan substansi itulah
yang disebut sebagai sistem hukum. Jika pengadilan mengumumkan

kebijaksanaan-kebijaksanaannya lewat pembuatan keputusan, dan

2 Wawancara dengan, Rini Rejeki, Pengacara dan juga konsumen PDAM Kota
Semarang.

% Ronpy Hanitijo Soemitro, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru Bandung,
1984, hal 10-11. Lihat juga Abdurrahman, Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan
Masyarakat, PT Media Sarana Press, Jakarta, 1985, hal 86.
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sesudah it_u lahy tinggal diam, menunggu datangnya pesengketa-
pesengketa, di sini baru diketahui struktur dan substansinya saja. Dengan
dua anasir ini belum dapat dipastikan apa yang bisa dimanfaatkan dari
pengadilan dan dol;-trin-doktrin itu.

Ketiga, komponen kultural, yaitu sikap publik dan nilai-nilai yang
sangat menentukan. Komponen ini akan menentukan apakah pengadilan
akan didayagunakan atau tidak. Dalam beberapa kebudayaan niat
berperkara di muka pengadilan digunakan sebagai upaya terakhir, namun
pada kebudayaan lain merupakan hal yang biasa dan berlangsung sehari-
hari. Dengan demikian budaya hukum adalah keseluruhan faktor-faktor
yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang
sesual dan dapat diterima dalam kerangka budaya masyarakat.

Menurut Kusnaka Adimihardja, budaya hukum lebih merunakan:

1. keadaan alam pikiran (state of mind) dari manusia sebagai akibat
aktivitas akalnya;

2. keadaan rasa atav kondisi spiritualnya;

3. keadaan perilaku konkretnya sebagai tindakan-tindakan yang memola
terhadap segala hal yang berkenaan dengan fenomena hukum dalam

masyarakat. >

2 Kusnaka Adimibardja, Teknologi, Modernisasi dan Pranata Hukum di Indonesia,
Makalah Seminar Teknologi, Biomanajemen, dan Linglkungan, Bandung, 18 Februari
1989,
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Menurut Lev, budaya hukum terdiri dari pertama budaya hukum
prosedural yang berkenaan dengan ketatacaraan dalam mempertahankan
keadilan, ketertiban dan norma yang juga mengait pada berbagai
kelembag'aan/instituéi. Institusi-institusi peradilan, badan—baidan peradilan
dan segala sistem yang terkait (related system) termasuk sebagai bentuk
nyata dan persepsi dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Persepsi
i mewujqd secara konkret dalam kepercayaan (#rust) terhadap instansi-
instanst hukum (badan peradilan dari yang teringgi sampai dengan yang
opersional di lapangan, jaksa/penuntut umum, polisi pelayan
umum/birokrasi yang mengeluarkan berbagai bentuk perijinan sesua
dengan peraturan perundangan, badan arbitrase, ombudsman, jabatan
notaris, advokat/pengacara, penasihat/konsultan  hukum, kantor
hukwin/lembaga bantvan hukum, lembaga penelitian hukum, lembaga
pendidikan bukum, dan pakar serta akademisi hukum.

Hal kedra adalah berkenaan dengan persepsi dan pandangan dari
sebagian anggota masyarakat terhadap gejala-gejala hukum, dilihat dari
sudut substansi yang hendak dibelanya. Apakah substansi tersebut
berkenaan dan berselaras dengan masalah-masalah esensial dalam hukum
seperti keadilan, ketertiban, kepastian dan lain-lainnya atau tidak?
Dipermasalahkan apakah tepat dan sah apabila negara sebagai badan

hukum publik turut campur dalam segala urusan kemasyarakatan
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sehingga hampir tidak ada yang tidak diurus oleh negara. Hal ini

melahirkan masyarakat yang estatis. Untuk itu dihalalkan apabila

negara/pemerintah berintervensi dalam segala urusan demi kepentingan °

umum. Keadaan demikian akan mendorong bertumbuhnya apa yang
dinamakan “negara pejabat” yang ditandai dengan segala urusan itu
diborong oleh petugas-petugas negara resmi dengan segala eksesnya.

Pada hakekatnya, hukum adalah kreasi budaya manusia karena
dipelajari, ditransformasikan dan diwanskan dari satu generasi ke
generasi berikutnya. Sebagai salah satu pola budaya, hukum merupakan
budaya non materiil yang relevan bagi tata kehidupan masyarakat yang
tertib, suasana adil dan berkembang ke arah masyarakat yang semakin
sejahtera. Dengan demikian fungsi hukum mencakup upaya mewijudkan
ketertiban sosial, keadilan, dan kescjahteraan di dalam suatu sirukiur
sosial yang baku baik di masyarakat sederhana maupun modemn yaitu
adanya penguasa vang memimpin, adanya nilai-nilai, norma-norma.
penghargaan dan sankst.

Telah tersirat dalam uraian di muka bahwa budaya hukum adalah
suatu kondisi dalam kehidupan kelompok dimana individu dalam
kesatuan kelompok mengerti, memahami dan menghayati dan

mengamalkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada kelompok itu,
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bahkan tidak terbatas pada suatu generasi melainkan diturunkan secara
tradisional kepada generasi berikutnya.”

Dari uraian ini menjadi semakin jela;s bahwa konsumen PDAM
Kota Semarang belum memiliki budaya hukum. Konsumen tidak percaya
bahwa hakim akan membela konsumen karena dirugikan oleh PDAM
Kota Semarang. Konsumen juga tidak percaya penyelesaian di
pengadilan akan memberikan keadilan bagi yang berperkara. Bagi
konsumen, kemerangan berperkara di pengadiian hanya milik penguasa,
dalam hal ini PDAM Kota Semarang yang dipimpin oleh Walikota
Semarang **

Selama ini huvkum di Indonesia bersifat sentralistik, didominasi
oleh lembaga-lembaga formal seperti eksekuiif, bersifat represif dan
dibentuk untuk mempertahankan kekuasaan (sratus quo), lebih
mencerminkan kepentingan kelompok yang memiliki posisi tawar yang
kuat, sehingga tidak mencapai suatu tujuan yang benar, vaitu keadilan.”

Secara umum, persepsi tentang keadilan seseorang menyangkut

perlakuan yang diterima dari orang lain. Blasanya seseorang akan

* Soedjono Dirdjosisworo, Budaya Hukum dan Lingkungan Hidup, Makalah Serinar
Teknologi, Biomanajemen, dan Lingkungan, Bandung, 18 Februari 1989.

% Wawancara dengan Swmiati, Mulyono, Imam Sayfii, Nugroho, semuanya konsumen
PDAM Kota Semarang. :

» Esmi Warassih, Pidato Pengukuhan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkon
Tujuan Hukum, disajikan pada Upacara Penerimaan Guru Besar Madya dalam Iimu
Hukum pada Uriversitas Diponegoro Semarang, 14 April 2001.
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mengatakan bahwa dirinya diperlakukan dengan adil jika perlakuan itu
menguntungkan, begitu pula sebaliknya. Dapat dipastikan bahwa
per§epsi seseorang tentang keadil_an berpengaruh pada perilaku dan
tindak-tanduknya yang pada gilirannya menentukan motivatsinya.l26

Konsumen merasa diperlakukan tidak adil karena tidak
diperlakukan secara sama dengan para pejabat Pemerintah atau orang-
orang yang bersedia membayar “lebih”. Para pejabat Pemerintah dan
crang-orang yang mampu secara finansial ini mendapatkan jatah air yang
memenuhi syarat mutu dan jumlah.”’

Dalam  konteks hukum, membicarakan |lwkum  selalu
membicarakan keadilan. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya
sampai pada wujudnya sebagai bangunan yang formal, tetapi juga perlu
melibatnya scbagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.
Keadilan bukan sesuatu yang bisa dikutak-katik melalui logika atau
penzlaran, melainkan juga melibatkan keseluruban pribadi seseorang.
Keadilan dapai dirumuskan berdasarkan nilai yang lebih abstrak, yakni
kebenaran. Bertindak adil adalah sama dengan bertindak secara benar

dan keadilan adalah suatu usaha untuk mengejar kebenaran *

% Sondang P. Siagian, Teori Motivasi dan Aplikasinya, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal
129 jo 175.

7 Wawancara dengan Sumiati, konsumen PDAM Kota Semarang.
* Satjipto Rahardjo, Zimu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 159.
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Dalam konteks konsumen berhadapan dengan PDAM Kota
Semarang konsep keadilan menurut Ulpianus® lebih tepat untuk
memberi batasan keadilan. Dengan analogi keadilan Ulpiapus tersebut,
keadilan bagi konsumen iadalah perolehan hak yang semestinya didapat
sebagai konsumen. Sehingga dalam hal ini konsumen mendapatkan
ketidakadilan dalam berhubungan dengan PDAM Kota Sernarang.

C. PEMBERDAYAAN KONSUMEN

Pemberdayaan®’ (empowerment) pada dasamya adalah upaya
menjadikan suasana kemanrusiaan yang adil dan beradab menjadi
semakin efektif seéara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga,
masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang
politik, ekonomi, dan lain-lain.’!

Pemberdayaan menjadi hal yang penting karena ketidakberdayaan
membatasi akses terhadap sumber daya negara, memperumit keadilan
hukum bagi penyelewengan (abuses), menyebabkan hilangnya kekuatan
tawar menawar (bargaining power), membuat rakyat semakin rapuh

terhadap permintaan mendadak untuk pembayaran pinjaman atau

** Ulpianus mendefinisikan keadilan sebagal kemauan vang bersifat terus menerus
untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.

* Em Zul Fajri dan Ratu Aprl Senja dalam Kamms Lengkap Bahasa Indonesia
mencantumkan kata "daya” sebagai kesanggupan untuk berbuat atan kesanggupan
untuk melakukan suatu kegiatan,

' AM.W. Pranarka dan V. Mulyarto, dalam Onny S. Prijono dan AMW Pranarka,
Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta, 1996, hal 56.
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terhadap permintaan uang suap dalam suatu persengketaan.*? Praktek-
praktek pegawai PDAM Kota Semarang meminta sejumiah uang untuk
- mengatasi kesulitan air di rumah konsumen tidak dapat ditolak oleh

1

konsumen. Jika konsumen menolak memberika‘n uang yang diminta,
kesulitan air akan terus terjadi.™

Namun demikian, ketidakberdayaan tidak selalu menunjuk pada
tidak adanya kekuatan sama sekali. Dalam realitas, mereka yang
tampaknya hanya memiliki sedikit kekuatan teryata justru mampu untuk
bertahan, menggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan
kondisi hidup mereka. Jadi, kekuatan itu ada, hanya saja perlu untuk
ditampakican dan dikembangkan. ansumen PDAM Kota Semarang
secara umum mengetahui adanya hak-hak konsumen yang dilanggar oleh
PDAM Kota Semarang. Hal ini terlihat dari banyvaknya pengaduan yang
disampaikan langsung kepada FDAM Kota Semarang, ke LPKSM™
maupun keluhan konsumen yang dimuat di media massa. Jadi sebenarnya
dalam ketidakberdayaan dalam menuntut hak, konsumen PDAM Kota
Semarang masih meniliki kekuatan dan tetap bertahan dengan

tuntutannya.

32 Robert Chambers, Rural Development: Putting the Last First, Longman, New York,
1983, p.210-214, dalam Onny S Prijono dan Pranarka, /bid, hal 64.

3 Wawancara dengan Mulyono dan Imam Syafii, konsumen PDAM Kota Semarang.
** LP2K Semarang.
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Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama,
proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau
. mengalibkan sebagian kekuasaan atau kemampuan kepadagmasyarakat
agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat di];:ngkapi pula
dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan
kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan atau proses ini
disebut sebagai kecenderungan primer dari makna peraberdayaan.
Namun menggabungkan konsumen PDAM Kota Semarang dalam suatu
wadah organisasi bukan hal yang mudah karena kultur JTawa yang masih
erat melekat. Tekanan kekuasaan dari para raja, bangsawan feodal &ari
zaman kejayaan kerajaan-kerajaan Jawa dahmlu, kemudian tekanan
kekuasaan dari Pemerintah Koloniai yang ielah mencapai kemantapan
sejak akhir abad ke-18 telah memberikan efek yang dalam terhadap
perilaku orang Jawa."
Struktur masyarakat Jawa yang asli sudah telanjur dirusak oleh
struktur administratif yag ditumpangkan di gtasnya oleh Pemerintah
Kolonial selama lebih dari satu abad lamanya. Akibatnya masyarakat

tidak mengenal kesatuan-kesatuan organisasi dan sosial yang mantap,

yang dapat berbuat kreatif sendiri.’® Tetapi, pembentukan organisasi

% Kodiran, opcit, hal 350,
3 Ibid, hat 351.
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konsumen PDAM Kota Semarang dapat menjadi alternatif untuk
memberi kekuatan kepada konsumen PDAM Kota Semarang. Dengan
bergabungnya konsumen, kekuatan yang dimiliki konsumen menjadi
besar sehingga memiliki posisi tawar yang lebih baik dibandingl;én jika
berhadapan secara sendiri-sendiri dengan PDAM Kota Semarang. Selain
itu, karena kebijaksanaan PDAM Kota Semarang ditentukan oleh proses
legislasi, melalui organisasi tersebut dapat mempengaruhi kebijaksanaan
yang dibuat agar lebih berpihak kepada konsumen.

Kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan
pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar
mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang
menjadi pilihan hidupnya memalui proses dialog.®’ Pilihan ini biasarya
ditempuh oleh LPXSM dengan cara memfasilitasi pertemuan antara
konsumen dengan PDAM Kota Semarang. Pada tahap awal, dalam
melakukan perundingan dengan PDAM Kota Semarang, konsumen
didampingi oleh LPKSM. Selanjutnya, konsumen pada umumnya telah
berani berhadapan sendiri dengan PDAM Kota Semarang.

Bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan
dengan perolehan kekuatan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi

pihak lain untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan

¥ AMW. Pranarka dan V. Moelyarto, Ibid, hal 56.
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oleh pihak lain tersebut. Istilah pemberdayaan juga dipakai untuk
menggambarkan keadaan seperti yang diinginkan individu. Dalam
keadaan _tersebut, masing-masing individu mempunyai pilihan dan
kontrol di semua aspek kehidupan sehari-harinya seperti pekerjaan
mereka, akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam proses pembuatan
keputusan sosial, dan lain sebagainya.

Dalam kaitan inilah diupayakan bagaimana memberdayakan
konsumen sebagai pihak yang berada pada posisi tawar vang rendah
ketika berhadapan dengan pelaku usaha, agar di kemudian hari setidak-
tidaknya mereka mempunyai posisi tawar yang seimbang dengan pelaku
usaha.

Kekuatan terbesar yang dimiliki oleh konsumen adalah rasa tidak
setia.*® Dengan mudah konsumen dapat beralih produk atau merek jika
merasa tidak puas dengan produk atau merek yang tidak memberi rasa
puas. Tetapi, dalam hubungan konsumen dengan PDAM Kota Semarang,
konsumen tidak mempunyai pilihan produk atau merek lain. Akibatnya

konsumen berada pada posisi tawar yang lebih rendah atau tidak berdaya.

¥ Kenichi Ohmae, Dunia Tanpa Batas, Kekuatan & Strategi di Dalam Ekonomi yang
Saling Mengaif, Binarupa Aksara, Jakarta, 1989, hal 3.
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Posisi tawar yang rendah menyebabkan posisi konsumen lemah.
Namun posisi tawar yang rendah bukan satu-satunya penyebab
konsumen Etidak ber@aya. Penyebab lainnya adalah karena konsumen
memang mempunyai kelemahan yang antara lain berup:a kurangnya
pengetahua;l dan pemahaman hukum bagi konsumen. Konsumen tidak
mempunyai informasi yang cukup tentang hukum pada umumnya dan
hukum perlindungan konsumen pada khususnya.

Sebenarnya, untuk mencapat azas dan tujuan perlindungan
kensumen, UUPK telah mengatur pokok-pokck perlindangan konsumen
serta berbagai kelengkapan penegekaninya, termasuk ketentuan
pidananya. Namun demikian hukum konsumen tidak tidak serta merta
menjadi bagian dari budaya masyarakat. Budaya hukum konsumen
niembutuhkan kegiatan operasional pembudayaan hukum yang
membutuhkan strategi dan metoda untuk mentransformasikan secara
efektif, di antaranya melalui penyuluhan seluas mungkin dengan materi
yang sudah diolah sedemnikian rupa schingga tiap individu pada tiap
strata masyarakat bisa memahami, bisa menghayati dan mampu

mengaplikasikan serta mengamalkan dalam perilaku sehari-hari. Untuk
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itu pertu dikerahkan semua sarana komunikasi massa baik media cetak

maupun elektronik >

+ Penyuluhan sebagai bagian dari pendidikan kepada masyarakat

dapat juga dilakukan dengan temu wicara kemandirian konsumen,
kegiatan talkshow, dialog interaktif lewat radio, menyebarluaskan leaflet,
brosur dan siiker yang berist pesan perlindungan konsumen,
mepublikasikan tulisan-tulisan mengenai perlindungan konsumen di
media cetak serta memproduksi dan mensosialisasi pesan perlindungan
xonsumen dalam bentuﬁ film,spot dar iklan layanan masyarakat.

Melalui pendidikan, penyuluhan dan pemberian informasi terhadap
konsumen inilah dibharapkan pemahaman dan kesadaran konsumen akan
hak dan kewajibannya meningkat *°

Kelemahan konsumen juga semakin bertambah akibat tidak
bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan demikian sangat tidak
mudah bagi konsumen untuk memperoleh keadilan.

Dengan demikian selain maemberdayakan konsumen, hukum juga
harus diberdayakan agar diperoleh aturan “permainan” yang bisa dipakai
konsumen dan PDAM Kota Semarang dalam menyelesaikan perselisihan

antara keduanya.

¥ Soedjono Dirdjosisworo, Budayva Hukum dan Lingkungan Hidup, Makalah Seminar
Teknologi, Biomanajemen, daa Lingkungan, Bandung, 18 Februari 1989.

“ Sinaga dalam Seminar Sehari UUPK Tantangan atau Ancaman, 5 Mei 2004
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Pemberdayaan hukum  berhubungan erat dengan mekanisme
bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sedangkan hukum bisa bekerja
jika ada pelaksanaan penegakan hukum sebagai sub sistem dalam sistem
hukum yang menurut Friedman mempunyai kompénen-komponen
substansial, struktural, dan kuitural. Pemberdayaan hukum berkaitan
dengan bagaimana cara menciptakan suatu keadaan atau kondisi agar
hukum itu rﬁenjadi lebih berdaya dan efektif dalam rangka menciptakan
supremasi hukum dalam masyarakat.

Pembercayaan hukum bagi masyarakat lnas, perlu pengkajian
secara terus menerus, baik dalam peringkat perundang-undangan maupun
dalam penegakannya, yattu seberapa jauh hukum dapat memberi dan
mengembangian hak-hak individu dan kelompok-kelompok yang iidak
berdaya atau sebaliknya justni membelenggunya. Artinya, hukum harus
punya nilai praktis, nilai-nilai yang secara jelas tercermin dalam praktek
penggunaari hukum dan pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu
mengembangkan konsep-konsep dan teori-teori — baik yang ada maupun
membangun yang baru — sebagai usaha terus menerus dalam membangun
pengetahuan sosial yang memungkinkan kita dapat memahami dunia

yang terus menerus berubah.*!

4 IS Susanto, Makalah: Lembaga Peradilan dan Demokrasi, disampaikan dalam
Seminar Nasional tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum dalam Masa
Pembangunan dan Restrukturisasi Global, dan Pembentukan Asosiasi Pengajar dan
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Pemberdayaan konsumen sebaiknya menggunakan pola partisipasi
mengingat partisipasi merupakan pergeseran kekuasaan pembuatan
keputusan dari yang Iepih kuat kepada yang tidak berdaya. Igurang atau
tidak adanya paﬂisipas; menyeb%zbkan PDAM Kota Semarang menjadi
pihak yang tidak terkontrol dalam pengambilan keputusan yang
menyangkut kepentingan koﬁsumen. Akibatnya, keputusan yang muncul
lebih menguntungkan PDAM Kota Semarang dan merugikan konsumen.

Minimnya partisipasi ini disebabkan masih adanva hubungan
patron-klien, dimana patron memiiiki dan menguasai sumber-sumber
daya dan kekuasaan. Hubungan patron-klien ini menyebabkan
masyarakat merasa terasingkan dari lingkungannya sehingga terjadi
pemaksaan budaya. Partisipasi dapat menjadikan masyarakat sadar akan
persoalan-persozlan yang dihadapi dan berupava mencari jalan keluar
dan membantu mereka untuk dapat memahami realitas sosial, politik dan
ekonomi yang ada di sekitarnya. ¥

Pemberian tempat bagi partisipasi konsumen dalam pembuatan

kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan konsumen meningkatkan

Peminat Sosiologi Hukum se Indonesia, Pusat Studi Humas FH Undip, Semarang,
1996, hal 6.

2 Bomi Warassih, Pidato Pengukuhan: Pemberdavaan Masyarakat dalam Mewujudkan
Tujuan Hukum, disajikan pada Upacara Penerimaan Gurn Besar Madya dalam Ibmu
Hukum pada Universitas Diponegoro Semarang. 14 April 2001.
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posisi tawar konsumen. Partisipasi kepada konsumen juga merupakan
pendistribusian kekuasaan (terutama dalam pembuatan kebijaksanaan)
sehingga membuat konsumen lebih Berdaya karena memiliki akses akses
terhadap sumber daya negara, m‘empermud;lh keadilan hukum bagi
penyelewengan (abuses), dan meningkatkan kekuatan tawar menawar
(bargaining power).

UUPK  sendiri memberi perhatian untuk memberdayakan
konsumen. Upaya untuk memberdayakan konsumen ini secara eksplisit
dicantumkan pada Pasal 3 point ¢, bahwa perlindungan konsumen
bertujuan  “meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagal konsumen.” Sedangkan
secara implisit pemberdayaan konsumen dicanturnkan pacda point a.,
bahwa perlindungan konsumen bertujuan “menmngkatkan kesadaran,
kemampuan dan keamndirian konsumen untuk melindungi diri.”

Dalam UUPK tidak disebutkan secara langsung bagaimana upaya
untuk memberdayakan konsumen. Tetapi setidaknya hal itu disebutkan
dalam Pasal 4 sebagai salah satu hak konsumen yaitu untuk mendapat
pembinaan dan pendidikan konsumen. Sedangkan tanggungjawab untuk
melaksanakan hal tersebut menjadi beban Pemerintah (Pasal 29 ayat (1)).

Pada ayat (4) Pasal 29 disebutkan bahwa pembinaan perlindungan

konsumen sendiri meliputi upaya untuk:
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a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara
pelaku usaha dan konsumen;

b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat; : '

¢. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya
kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan
konsumen.

Salah satu unsur bagi pemberdayaan konsumen adalah peran
lembaga perlindungan konsumen swadaya masvarakat. Meskipun tidak
secara rinci disebutkan perannya, lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat umumnya telah menetapkan arah tujuan organisasi
yaitu uniuk melakukan perlindungan dan pembinaan konsumen agar
sadar mengenai hak-haknya, sekaligus sebagai motor untuk mendorong
konsumen agar mau memperjuangkan hak-haknya.

Persoalan yang dialami konsumen maupun lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat dalam berhubungan dengan PDAM Kota
Semarang adalah kuatnya kekuasaan yang dihadapi, karena yang berada
di puncak organisasi PDAM Kota Semarang adalah Walikota Semarang.
Ini berarti koﬁsumeﬁ harus berhadapan dengan Pemerintah Kota
Semarang yang 'memiliki kekuz;tan dan kekuasaan lebih besar dan

PDAM Kota Semarang sendiri.
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Hal ini bertentangan dengan UUPK yang memberikan
tanggungjawab perlindungan dan pembinaan konsumen kepada
Pernerintah. D1 sisi lain, Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota
éemarang (Walikota) justru berlawanan dengan konsumen. Karena itu
pemberian partisipasi bagi konsumen PDAM Kota Semarang untuk ikut
menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelayanan PDAM
Kota Semarang tidak bisa ditawar lagi. Dengan demikian konsumen

dapat ikut membuat kebijaksanaan yang berpihak kepada konsumen.
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BAB V

PENUTUP

A, SIMPULAN

1. Konsumen tidak berdaya ‘karena mc;miliki posisi tawar vyang rendah
dibanding PDAM Kota Semarang. Kondisi ini disebabkan usaha PDAM
Kota Semarang yang bersifat monopoli. Hal tersebut “dimanfaatkan™ oleh
PDAM Kota Semarang untuk mengalihkan seluruh tanggungjawabnya
kepada kensumen melahu perjanjian ekserorast yang harus disetujui oleh
konsumen bila ingin mendapatkan sambungan air minum. Selain itu,
ketidakberdayaan konsumer juga disebabkan tidak dimilikinya informasi
yang cukup tentang UUPK. Sedangkan peran LPKSM belum sesuai dengan
harapan UUPK uniuk membela dan menjadi "corong” konsumen, sekaligus
melakukan pengawasan bersama Pemerintah dan masyarakat dalam
pelaksanaan perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan cleh minimnya
dana untuk mendukung kegiatan LPKSM.

2. Konsumen PDAM Kota Semzrang mempunyai pandangan vang negatif
terhadap hukum karena tidak bekerjanya hukum. Hal ini ditunjukkan
dengan tidak adanya perselisthan antara konsumen dengan PDAM Kota
Semarang yang diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Kentalnya budaya
Jawa di kalangan konsumen juga menyebabkan konsumen lebih suka

menghindari “keributan” sekalipun hak-haknya dilanggar oleh PDAM Kota

Semarang.
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3. Pemberdayaan konsumen dilakukan melalui dua cara. Pertama,
menggabungkan seluruh konsumen dalam suatu organisasi sehingga

mempunyar kekuatan yang cukup untuk mengambil partisipasi dalam

k]

pengambilan kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan konsumen.

1 %

Kedua, dengan menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar
mempunyal kemampuan atau keberdayaan. Cara ini ditempuh melalui
pendidikan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi tentang hal-hal
yang berkaitan dengan hak-hak konsumen dan upaya-upaya yang bisa
dilakukan untuk mendapatkan hak-hak tersebut.
B. SARAN
Saleh satu alternatif untuk melindungi konsumen PDAM Kota Semarang
adalah menggunakan kekuatan yang seimbang dengan kekuatfm PDAM Kota
Semarang beserta walikota Semarang sebagai pucuk pemimpin manajemen
PPAM Koia Semaraug. Kekuatan yang mampu mengimbangt kekuatan
walikota sebagai cksekutif adalah kekuatan lembaga legislatif atau Dewan
Perwakiian Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang. Melalui DPRD seluruh
kebijaksanaan yang dibuat eksekutif dikontrol. Dengan demikian
memberdayakan anggota DPRD dapat menjadi pilihan untuk menjamin

perlindungan konsumen PDAM Kota Semarang.
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